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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai kewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibuat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan
basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas
atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Disisi lain, laporan keuangan juga
dimaksudkan wuntuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

YUDIAN WAHYUDI

>
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DAFTAR SINGKATAN

‘

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BUN Bendahara Umum Negara

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LO Laporan Operasional

LPE Laporan Perubahan Ekuitas

LRA Laporan Realisasi Anggaran

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

RPATA Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

SAI Sistem Akuntansi Instansi

SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

TA Tahun Anggaran

TAB Tahun Anggaran Berjalan

TAYL Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR Tuntutan Ganti Rugi

UP Uang Persediaan

PC PEN Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
untuk Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) berupa Neraca per 30 Juni 2025,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada
tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah

merupakan penyajian manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu
mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara

keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 Juli 2025

Kepala Biro Pengawasan Internal,

TRI PURNO UTOMO
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025

(Unaudited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian
Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.
Jakarta, 29 Juli 2025
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
YUDIAN WAHYUDI
Berakal -
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Semester I

Tahun 2025 (Unaudited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan

Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp388.460.754,00 atau mencapai 0,00 persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2025 adalah sebesar
Rp80.003.485.797,00 atau mencapai 21,37% persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp374.428.347.000,00. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja
Pegawai  sebesar Rp43.030.369.487,00; Belanja Barang  sebesar
Rp36.973.116.310,00; Belanja Modal sebesar Rp0,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas per 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan
sebesar Rp27.727.349.154,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp4.027.712.973,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.359.655.851,00; Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp2.339.980.330,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas
masing-masing sebesar Rp25.288.826.599,00 dan Rp2.438.522.555,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

1
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LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah
beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp109.522.941.184,00
sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp109.522.941.184,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos
Luar Biasa masing-masing sebesar Rp340.080.825,00 dan Rp0,00 sehingga
entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp109.182.860.359,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas
pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp33.112.159.071,00 ditambah
Defisit-LO sebesar Rp109.182.860.359,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi
sebesar Rp72.866.052,00 dan transaksi antar entitas senilai total
Rp78.582.089.895,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025
adalah senilai Rp2.438.522.555,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran
untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan
disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.

2
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JI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN

Penerimaan Bukan Pajak B.1 0,00 388.460.754,00 0,00 152.530.882,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 388.460.754,00 0,00 152.530.882,00
BELANJA B.2

Belanja Operasional

Belanja Pegawai B3 92.972.120.000,00{  43.030.369.487,00 46,28 43.406.580.014,00
Belanja Barang B.4 277.688.227.000,00f  36.973.116.310,00 13,31 80.385.804.215,00
Belanja Modal B.5 3.768.000.000,00 0,00 0,00 513.726.500,00
JUMLAH BELANJA 374.428.347.000,00, 80.003.485.797,00 21,37 124.306.110.729,00

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024.
Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan

>
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II. NERACA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NERACA

PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

ASET
ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya dan Setara Kas
Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak (netto)
Belanja Dibayar di Muka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Aset Lain-Lain
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN
Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Yang Belum Ditagihkan
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS

Ekuitas
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak

C.1
C.2
C.3
Cc4

C.5
C.6

C.7

C.8

C.9
C.10
C.11
C.12

C.13

C.14
C.15
C.16

C.17

C.18
C.19
C.20

2.300.000.000,00
483.869.757,00
398.429.008,00
(156.266.894,00)
242.162.114,00
0,00
1.001.681.102,00

(Dalam Rupiah)

0,00

0,00
445.647.063,00
(123.977.985,00)
321.669.078,00
20.385.078,00
2.010.388.192,00

4.027.712.973,00

2.352.442.348,00

0,00
80.052.055.524,00
0,00

0,00
48.000.052,00
0,00
(58.740.399.725,00)

0,00
80.250.490.174,00
0,00

0,00
1.105.801.200,00
0,00
(53.115.750.092,00)

21.359.655.851,00

28.240.541.282,00

4.570.810.725,00
0,00
956.750.180,00
(3.187.580.575,00)

4.570.810.725,00
597.565.704,00
956.750.180,00

(3.008.385.464,00)

2.339.980.330,00

3.116.741.145,00

27.727.349.154,00

33.709.724.775,00

2.300.000.000,00 0,00
14.904.110.111,00 597.565.704,00
8.084.716.488,00 0,00
25.288.826.599,00 597.565.704,00
25.288.826.599,00 597.565.704,00

2.438.522.555,00

33.112.159.071,00

2.438.522.555,00

33.112.159.071,00

27.727.349.154,00

33.709.724.775,00

Tabel 2. Neraca per 30 Juni 2025 dan 2024

Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan
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III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN D.1
Pendapatan PNBP Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00
BEBAN
Beban Pegawai D.2 45.645.745.569,00 46.059.064.829,00
Beban Persediaan D.3 1.322.129.090,00 1.530.517.637,00
Beban Barang dan Jasa D.4 33.169.033.406,00 46.373.508.811,00
Beban Pemeliharaan D.5 1.839.292.797,00 2.065.443.908,00
Beban Perjalanan Dinas D.6 21.383.193.043,00 60.641.971.863,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 6.131.258.370,00 6.505.910.664,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.8 32.288.909,00 10.437.030,00
JUMLAH BEBAN 109.522.941.184,00 163.186.854.742,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (109.522.941.184,00) (163.186.854.742,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.9
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 49.993.226,00 96.843.375,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 290.087.599,00 43.482.506,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 340.080.825,00 140.325.881,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (109.182.860.359,00) (163.046.528.861,00)
POS LUAR BIASA D.10
Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00
Beban Luar Biasa 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT LO (109.182.860.359,00) (163.046.528.861,00)

Tabel 3. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024.
Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

YUDIAN WAHYUDI

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan

>
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

EKUITAS AWAL
SURPLUS /DEFISIT LO
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI
KOREKSI LAIN-LAIN

JUMLAH

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

E1
E2
E3

E4

E.5

33.112,159.071,00
(109.182.860.359,00)

(Dalam Rupiah)

39.371.190.479,00
(163.046.528.861,00)

(72.866.052,00) 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
(72.866.052,00) 0,00
0,00 0,00
(72.866.052,00) 0,00
78.582.080.895,00 |  124.153.579.847,00
(30.673.636.516,00)|  (38.892.949.014,00)
2.438.522.555,00 478.241.465,00

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024.
Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Pendahuluan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila

Indonesia merupakan negara multikultur yang
menjadi rumah bagi berbagai suku, agama, bahasa, dan
budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Setiap daerah memiliki ciri khas budaya dan tradisi unik,
mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga sistem
kepercayaan. Keberagaman ini bukan hanya menjadi
identitas bangsa, tetapi juga kekayaan tak ternilai yang
mencerminkan betapa luas dan majemuknya Indonesia.
Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga
persatuan di tengah perbedaan yang beragam ini. Untuk
itu, diperlukan konsepsi atau cita yang mampu menjadi
landasan kuat dan inklusif bagi seluruh elemen bangsa,
yang mencerminkan keadilan dan menghargai setiap

perbedaan yang ada.

Konsepsi atau cita ini mencerminkan inti terdalam
suatu negara, yaitu sebagai cita negara (staatsidee) dan
dasar tatanan hukum negara, sebagai cita hukum
(rechtsidee). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-
Bangsa, pada 31 Desember 1960, yang memperkenalkan
Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan
pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa:
“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa
semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita.
Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-
cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah

dalam bahaya’.

>
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Konsepsi kenegaraan dan cita hukum setiap negara-
bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai
dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta
karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu
karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa yang
mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam
agama, budaya dan kelas sosial, dan di sepanjang sekitar
17.508 pulau, yang membentang dari 6°08” LU hingga
11°15° LS, dan 94°45’ BT hingga 141°05’ BT diperlukan
suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat
dan adekuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan,

dan kemajemukan keindonesiaan.

Atas segala kebesaran, keluasan, dan kemajemukan
itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi
tentang dasar negara yang dapat meletakan segenap
elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis atau
“meja statis”, sekaligus dapat memberi tuntutan yang
dinamis, bintang penuntun (leitstar). Para pendiri bangsa
Indonesia berusaha menjawab tantangan tersebut
dengan melahirkan konsepsi negara persatuan yang
berwatak gotong-royong, bukan negara perseorangan
seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau
negara golongan atau kelas seperti konsepsi komunisme.
Dalam ungkapan Soekarno “Negara Indonesia bukan
satu negara untuk satu orang, bukan satu negara
golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita
mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat
semua, semua buat satu’. Negara persatuan yang
mengatasi paham perseorangan dan golongan, yang
melindungi hak dasar segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas

persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat

>
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Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi
tentang dasar atau falsafah negara dirumuskan dengan
merangkum lima prinsip utama sebagai ‘titik temu’, yang
mempersatukan keragaman bangsa, ‘titik pijak’, yang
mendasari ideologi dan norma negara, serta ‘titik tuju’,
yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan, negara-
bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal
dengan sebutan Pancasila. Kelima dasar Pancasila itu

sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan,;

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup
(weltanschauung) negara Indonesia merupakan oase bagi
keragaman dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Pancasila berperan tidak hanya sebagai landasan konstitusi,
tetapi juga sebagai panduan moral yang memandu masyarakat
dalam berinteraksi dan saling menghargai perbedaan. Dalam
hal ini, Pancasila menegaskan nilai-nilai universal seperti
keadilan, toleransi, dan persatuan, yang sangat penting untuk
menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun, realitas yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini
masih jauh dari cita-cita ideal yang diharapkan dalam
mengimplementasikan  nilai-nilai =~ Pancasila. Berbagai
tantangan, seperti pengaruh globalisasi, meningkatnya sikap
eksklusif, kesenjangan ekonomi yang tinggi, serta ancaman
segregasi sosial, masih mengemuka. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun Pancasila sebagai nilai dasar sudah ada,

>
BerAKHLAK

bangga
meldyani
bangsa

Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited)




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

tantangan yang dihadapi masyarakat memerlukan perhatian
serius agar nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dengan
baik.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk melakukan
revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan
urgen untuk dilakukan oleh segenap elemen warga negara,
terlebih penyelenggara negara. Eksistensi Indonesia sebagai
sebuah republik dituntut untuk berdiri teguh berdasarkan
konsep cita negara dan cita hukum yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai “titik temu”
yang menyatukan keragaman bangsa, menjadi “titik pijak”
yang menjadi dasar ideologi dan norma negara, serta berfungsi
sebagai “titik tuju” yang memberikan orientasi dalam konteks
kenegaraan dan kebangsaan. Dengan demikian, penguatan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar
simbol, melainkan harus terwujud dalam tindakan nyata yang
menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk membangun

bangsa yang lebih adil, makmur, dan berintegritas.

Kehadiran Pancasila sebagai dasar, dan falsafah
atau pandangan hidup (weltanschauung) negara
Indonesia menjadi oase bagi keragaman dan
keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan
konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral yang
membimbing masyarakat dalam berinteraksi dan
menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, Pancasila
menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan,
toleransi, dan persatuan, yang mendorong terciptanya

masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini
masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam
mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan

falsafah atau pandangan hidup (weltanschauung). Hal ini
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akibat deraan globalisasi, meningkatnya eksklusivisme,
masih tingginya kesenjangan ekonomi, dan ancaman

segregasi sosial.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk
melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila
menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap
elemen bangsa, baik warga negara terlebih penyelenggara
negara. Eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut
untuk berdiri kokoh di atas konsepsi cita negara dan cita
hukum. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi “titik
temu” yang mempersatukan keragaman bangsa, menjadi
“titik pijak” yang mendasari ideologi dan norma negara,
serta menjadi “titik tuju” yang memberi orientasi

kenegaraan dan kebangsaan.

Dalam rangka aktualisasi nilai-

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

nilai Pancasila dalam  kehidupan  berbangsa dan
bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang
perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap
seluruh  penyelenggara negara yang terencana,
sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017,
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun
demikian, UKP-PIP disempurnakan dan direvitalisasi
organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam
rangka penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28
Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

1 l
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Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari
bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan
BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya
terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai penjabaran dari
Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045 menegaskan bahwa jalan
perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada
Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan
jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang menegaskan jati diri dan identitas bangsa yang
merdeka berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas
mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan
terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-

12 l
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2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka
mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah — Atas
yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan maka
dirumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai

berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas;

2. Mengembangkan  wilayah  untuk  mengurangi
kesenjangan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan

transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan tersebut dapat
dikategorikan ke dalam tiga ranah, ranah mental-
kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah
politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintah akan
berusaha melakukan berbagai perubahan secara
akseleratif atau dipercepat, berlandaskan nilai-nilai

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

>
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Indonesia Tahun 1945.

Ke tiga ranah revolusi atau perubahan dipercepat
tersebut selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno.
Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia
berdikari atau mandiri dalam perekonomian, revolusi
mental, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam
politik. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah
mencanangkan gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimana
pun juga, revolusi mental yang dicanangkan pemerintah
ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat
dan ideologi negara, Pancasila. Oleh karena itu, gerakan
revolusi mental ini harus ditempatkan sebagai bagian

yang terintegrasi dengan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembangunan mental-budaya diharapkan dapat
memberikan koreksi yang seimbang terhadap konsepsi
pembangunan yang cenderung terlalu menekankan
aspek infrastruktur ekonomi dan politik, sementara
perhatian terhadap pembangunan ideologi dan mental
sering kali terabaikan. Di antara berbagai dimensi
ketahanan nasional, seperti ideologi, politik, ekonomi,
sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan, dimensi
ideologi menjadi yang paling rentan. Oleh karena itu,
penting untuk memastikan bahwa penguatan ideologi
tidak hanya menjadi perhatian, tetapi juga bagian
integral dalam upaya membangun bangsa yang kokoh

dan berkelanjutan.

Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan
perumusan 7 (tujuh) agenda pembangunan, khususnya
dalam butir 4 (empat) “Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan” dilakukan melalui Program

Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila bagi seluruh

>
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penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga

negara Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, BPIP
memiliki peran strategis yaitu “Pembinaan Ideologi
Pancasila” yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji

Presiden yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;

2. Menerapkan standardisasi materi dan metode
pembelajaran Pancasila;

3. Mengevaluasi dan membaharui peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan

ideologi Pancasila.

Penandaan output terhadap Prioritas Nasional di
dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024
khususnya Prioritas Nasional pada butir 4 (empat) yaitu
“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan?,
Program Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan
Pembinaan Ideologi Pancasila” yang secara lebih rinci
terdapat pada Kegiatan Prioritas “Pembinaan Ideologi
Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan
Kebangsaan dan Bela Negara” telah sejalan dengan arah
kebijakan pelaksanaan Program Teknis Pembinaan
Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai
kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di dalam
kegiatan prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-
2024 tersebut terdiri dari 4 (empat) Proyek Prioritas
Nasional yaitu: (1) Pembinaan Ideologi Pancasila,
penguatan Pendidikan kewarganegaraan, dan nilai-nilai
kebangsaan di kalangan anak muda melalui media sosial
dan satuan Pendidikan; (2) Peningkatan peran dan

fungsi BPIP; (3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan
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perundang-undangan yang bertentangan dengan
ideologi Pancasila; (4) membersihkan unsur-unsur yang

mengancam ideologi negara

Di sisi lain masih terjadi adanya anggapan
Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi
malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga
dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk
dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis
Pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila
merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh

menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika negara-bangsa dihadapkan pada berbagai
tantangan, pengalaman traumatis dalam
penginstrumentasian Pancasila di masa lalu telah
mengakibatkan penurunan kepercayaan baik di
kalangan penyelenggara negara maupun warga negara
terhadap Pancasila. Sampai pada tahun 2022, Pancasila
tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib di sekolah,
dan terdapat kegamangan di kalangan penyelenggara
negara dalam mengartikulasikan Pancasila di ruang
publik. Kondisi ini menciptakan struktur ruang
masuknya = moralitas-moralitas  partikular, yang
berkembang -terutama- melalui media sosial dan
internet. Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai
membawa dampak signifikan berupa pluralisasi,
polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan
kebangsaan yang semakin luas cakupannya,

penetrasinya, dan kecepatan yang instan.

Tantangan ini menciptakan kondisi di mana
berbagai nilai dan ideologi asing dapat dengan mudah

masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia,
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berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi
negara. Setidaknya 70% generasi muda di Indonesia lebih
terpapar informasi dari media sosial dibandingkan
dengan sumber pendidikan formal, menjadikan
penyerapan nilai-nilai ideologis lebih rentan dan
menyebabkan pergeseran dalam pemahaman ideologi
nasional, di mana nilai-nilai Pancasila sering dianggap
tidak relevan. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya
ekstremisme dan intoleransi, yang mengancam
persatuan bangsa. Tanpa adanya perimbangan yang
masif dan terstruktur, nilai-nilai moral yang terkandung
dalam Pancasila sulit dipahami secara holistik oleh

masyarakat dan generasi muda, khsusnya peserta didik.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga koordinasi
yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan
ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana,
terstruktur, sistematik, dan terpadu, serta
mengembangkan materi pembelajaran Pancasila yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik.
Selain itu, lembaga ini juga harus memimpin
pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh
lapisan penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga
penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila tidak hanya
menjadi seremoni, tetapi diisi dengan substansi yang
kuat. Dalam konteks ini, pembentukan BPIP menjadi
sangat penting sebagai respons terhadap tantangan ini,
meskipun tugas badan ini berat di tengah skeptisisme
masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat menjawab
aspirasi banyak pihak mengenai perlunya usaha
pemantapan ideologi Pancasila yang lebih terencana,

terstruktur, sistematis, dan masif.
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RENCANA STRATEGIS

Renstra BPIP merupakan tindak lanjut pasca
dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya
mewujudkan manfaat yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai  Pancasila  dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perlu
dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap
seluruh penyelenggaraan negara dan warga negara.
Selain itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila
hendaknya dilakukan secara terencana, sistematis dan
terpadu maka disusunlah Renstra BPIP, Arah Kebijakan
Umum, Peta Jalan (Roadmap), Rencana Kerja dan

Anggaran BPIP.

Renstra BPIP sebagai dokumen perencanaan BPIP
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1-5 tahun, yaitu tahun 2020-2024 dan
telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPIP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila serta disusun dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan
Renstra BPIP dibuat selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 terutama dalam kerangka meneguhkan kembali
jalan ideologis yang menjadi bagian dari rencana
pembangunan menengah Indonesia dan selaras dengan
Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden

serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Nasional.

Renstra BPIP disusun berdasarkan analisis situasi
kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP.
Beberapa situasi perlu mendapat perhatian khusus,
mengingat kelembagaan BPIP sebagai unit kerja yang
membantu dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

Indikator keberhasilan atau kinerja, luaran
(output), hasil (outcome), dan dampak (impact) BPIP
menjadi perhatian utama hadirnya lembaga ini dalam
tata kelola penyelenggaraan negara di Indonesia. BPIP
yang berwenang  mengurusi pembinaan dan
implementasi Pancasila, baik pada penyelenggara negara
maupun warga negara, memiliki tugas dan
tanggungjawab yang tidak ringan khususnya yang
terkait pada 7 (tujuh) agenda pembangunan butir ke-4

(empat).

Indikator keberhasilan tersebut haruslah tampak
nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh penyelenggara
negara dan warga negara Indonesia secara keseluruhan,
baik di kota maupun di pedesaan, dari Sabang hingga
Merauke. Perilaku keseharian yang hidup di masyarakat
harus dicapai, memerlukan metode pembelajaran yang
intensif, merangkul dan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, maupun optimalisasi potensi sarana dan
prasarana yang ada dengan menyesuaikan
perkembangan sosial-budaya masyarakat di seluruh
nusantara. Prioritas kesejahteraan sosial sebagai modal
dasar bangsa dalam menghadapi kehidupan dimasa
yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan

persaingan, memerlukan usaha keras, terencana dan
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berkesinambungan.

Hakikat pengembangan Pembinaan Ideologi
Pancasila merupakan bagian dari peneguhan kembali
jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk
membentuk karakter bangsa Indonesia dalam rangka
untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,
khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pembangunan manusia seutuhnya. Dalam
pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu
memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih atau bebas korupsi, yaitu kualitas
informasi/data, transparansi, akuntabilitas, responsif
dan responsibilitas, relevan, independen, tidak berpihak
(fairness), serta pengendalian, monitoring dan evaluasi
sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

Renstra BPIP merupakan penjabaran dari Visi,
Misi, dan Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang
kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi
tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan
hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisa
peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan

strategi eksternal.

Hasil sintesis tersebut dapat diidentifikasikan
berbagai problematika atau isu strategis yang kemudian
diteruskan dengan menentukan alternatif

pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategis
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pengembangan terpilih. Langkah selanjutnya adalah
penjabaran dari seluruh butir strategi Pembinaan
Ideologi Pancasila, untuk kemudian dituangkan dalam
rencana operasional tahunan, Rencana Pembinaan
Ideologi Pancasila Jangka Menengah Tahun 2020-2024,
dan Rencana Pembinaan Ideologi Pancasila Jangka

Panjang Tahun 2020-2027.

Selanjutnya  dalam  rangka = pengembangan
kepemimpinan yang demokratis serta menggerakkan
partisipasi, Renstra BPIP akan dijadikan tolak ukur guna
memberikan arah serta memberikan penilaian tingkat
keberhasilan dan kinerja perangkat Pelaksana BPIP
dalam semua jenjang dan lini. Renstra BPIP juga
diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan
dan perkembangan internal maupun eksternal serta
mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan
dihadapi negara dan bangsa Indonesia dalam satu
dasawarsa mendatang khususnya yang terkait dengan
Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh kehidupan

bangsa dan negara di seluruh pelosok nusantara.
NILAI

Berdasarkan tugas dan fungsinya secara umum
BPIP menaruh dukungan penuh pada Instruksi Presiden
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental dan secara khusus mendukung
keberhasilan pencapaian Program Gerakan Indonesia
Bersatu yang difokuskan kepada: a. peningkatan
perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi
Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan
kerukunan inter dan antar umat beragama; c.

peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran
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nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial; d.
peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan
kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap
kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; f.
peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran
masyarakat dalam pembangunan; g. peningkatan
perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen
masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu
persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan
pendidikan agama yang mengajarkan keragaman,
toleransi, dan budi pekerti; j. peningkatan peran lembaga
agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian

nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Sejalan hal tersebut di atas BPIP menetapkan nilai-

nilai organisasi sebagai berikut:

1. Andal
Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan dan
kemampuannya;

2. Profesional
Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia
kerjakan, juga mendalami dan berkomitmen tinggi
atas pekerjaannya;

3. Inovatif
Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir
untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri
maupun masyarakat dan lingkungan sekitar;

4. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan

baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan
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prinsip-prinsip moral.
VISI

Dalam rangka menyukseskan  pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 maka visi BPIP ditetapkan sebagai
berikut:

“Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal,
profesional inovatif, berintegritas dalam pelayanan
kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang
Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mewujudkan
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

BPIP secara strategis akan melakukan berbagai
upaya melalui berbagai program kebijakan Pembinaan
Ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi

Presiden dan Wakil Presiden.
MISI

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP ditetapkan

sebagai berikut:

“BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden
dengan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan
Ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila
teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan
peraturan perundang-undangan serta praktik
kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, maka:

Tugas BPIP: membantu Presiden dalam merumuskan
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arah kebijakan Pembinaan Ideologi
Pancasila, melaksanakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian
Pembinaan Ideologi Pancasila secara
menyeluruh dan berkelanjutan, dan
melaksanakan penyusunan standardisasi
pendidikan dan pelatihan,
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, serta memberikan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian
terhadap kebijakan atau regulasi yang
bertentangan dengan Pancasila kepada
lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya.
Dalam melaksanakan tugas, BPIP
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi

Pancasila;
b. penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;

c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

program Pembinaan Ideologi Pancasila;

d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
e. pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan
langkah dan  strategi untuk  memperlancar

pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta

TS
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hubungan dengan  lembaga  tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat
lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran

Pancasila;

i. advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila

dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

j- penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan

Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan;

k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan

atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
TUJUAN

Untuk menerjemahkan Nilai, Visi, dan Misi yang
dianut dan dipedomani organisasi BPIP, maka ditetapkan

tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila secara
nasional melalui Undang-Undang tentang Haluan

Pembinaan Ideologi Pancasila;

2. BPIP sebagai koordinator Pembinaan Ideologi
Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada
kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah Pusat

dan Daerah;

3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara melalui: Pembinaan Ideologi Pancasila

sebagai satu-satunya ideologi negara untuk
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membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi

negara;

4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih efektif dan transparan,
dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang berkualitas melalui penerapan

sistem pemerintahan berbasis elektronik.
SASARAN

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan
misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program
BPIP diarahkan untuk mencapai Sasaran Strategis
Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai

berikut:

1. Terwujudnya arah kebijakan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif

secara nasional,

2. Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
sebagai koordinator dalam pelembagaan Pembinaan
Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara
pada kementerian/lembaga/instansi di Pemerintah

Pusat dan Daerah;

3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem

pemerintahan berbasis elektronik.

>
BerAKHLAK

26

Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited)




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari
arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam
pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan
visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang
relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah
“mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini
kemudian diejawantahkan dalam Nawacita dan juga
realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi

mental bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi
eksternal serta strategi yang dibangun maka disusunlah
arah kebijakan dan strategi pencapaian Pembinaan

Ideologi Pancasila 2020-2024 berikut ini:

1. Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai

Pancasila.

Arah  kebijakan untuk merevitalisasi dan
mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan
dengan mendorong peningkatan dan pengembangan
pemahaman terhadap Pancasila serta
mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran
yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya
pemahaman Pancasila melalui upaya dalam
pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran,

silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan

=
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pemerintahan. Strategi untuk mewujudkan sasaran

di atas sebagai berikut:

a. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi
yang mempererat kohesivitas sosial dan
menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan

di kalangan kaum muda (life style);

b. Menyebarluaskan pemahaman, penghayatan,
dan pengamalan Pancasila melalui media massa,
media sosial, media interpersonal, reklame,
forum diskusi, peristiwa (event), festival,

kunjungan, dan diplomasi budaya;

c. Penyerapan pandangan dan aspirasi dalam
rangka perumusan kebijakan Pembinaan

Ideologi Pancasila;
d. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila;

e. Merevitalisasi permainan tradisional nusantara
untuk dikolaborasikan dengan permainan

kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan
yaitu  menjadikan  Pancasila sebagai ilmu
pengetahuan (logos) yang mampu mengimbangi
perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan
kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu
pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas
sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat
terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan
sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah

sebagai berikut:
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a. melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah
dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin,
dan transdisiplin;

b. mendorong berbagai kajian dan paradigma
keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai

Pancasila;

c. mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma

[Imu Pengetahuan;

d. menyelenggarakan kajian yang mengarah pada
syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu

pengetahuan;

e. mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang
menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan
sosialisasi Pancasila serta melakukan dan
menggalakkan pengkajian Pancasila secara
multidisiplin;

f.  mengembangkan sistem pembelajaran
Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi
isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan
tingkat pendidikan, bidang profesi dan
perkembangan zaman, agar lebih menarik,
partisipatif dan efektif, dengan melibatkan
segenap pemangku kepentingan sebagai

narasumber;

g. melakukan evaluasi dan/atau pemantauan

terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi

Pancasila di dunia pendidikan,
kementerian/lembaga, dan lingkungan
komunitas;

h. melakukan penyelenggaraan pengkajian di
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kalangan kelompok/komunitas keagamaan
yang ada di Indonesia dalam pendekatan

multidisiplin.

2. Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan

perundang-undangan.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada
setiap peraturan perundang-undangan dilakukan
dengan mendorong terjadinya = pelembagaan
Pancasila dalam setiap penyusunan program
pembangunan nasional, dasar peraturan,
perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah.
Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan
Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan
peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan
pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada
18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau
falsafah negara (philosophische grondslag), ideologi
negara, dan pandangan hidup (weltanschauung)
bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila
sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi
kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya
(rechtsidee) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila
harus dipandang sebagai norma dasar bernegara
(grundnorm staatsfundamentalnorm) yang menjadi

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan

sasaran di atas sebagai berikut:

a. menyusun alat ukur/instrumen penilaian

pelaksanaan pembangunan nasional yang
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berlandaskan nilai-nilai Pancasila;

b. melakukan "audit hukum (legal audit)” terhadap
produk hukum dan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan baik pusat maupun
daerah;

c. menguatkan konsistensi dalam menjadikan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum  dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan;

d. menguatkan wawasan ideologi Pancasila di

kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap
peraturan perundang-undangan dilakukan dengan
mendorong berbagai upaya untuk membangun
pelembagaan  Pancasila yang didirikan dan
diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang
ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan
Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan,
ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini
amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai
Pancasila sebagai sebuah habitus, sebagai sebuah
penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan.
Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana
menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan
partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis
berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (guidance),
pengukuran dengan model indeks (indexing), dan
pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan
negara dapat menjadi pendukung penting dalam

proses pelembagaan tersebut. Arah kebijakan dan
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strategi untuk mewujudkan pelembagaan Pancasila

adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan
koordinasi antar lembaga/institusi dalam

Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. Memberikan masukan pada bentuk dan relasi
kelembagaan negara yang agar sesuai dengan

prinsip Pancasila;

c. Menguatkan institusionalisasi nilai-nilai
Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi,

dan sosial-budaya; dan

d. Menguatkan pelembagaan nilai-nilai Pancasila di
institusi pendidikan baik negeri maupun swasta,

institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga
daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan

Pancasila.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai
Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP
hingga daerah dan desa untuk mewujudkan
keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang
ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan
praktik positif (positive reinforcement) dengan proses
apresiasi dan penghargaan pantas (reward).
Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang
dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi
bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan
membangun banyak upaya bersama, serta
mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini,

keteladanan merupakan praktik langsung dalam
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Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk
membangun penguatan praktik positif (positive
reinforcement). Keteladanan ini juga dibangun
dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas
(reward). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi
diolah dan dipromosikan terus-menerus. Strategi

untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

a. Mempromosikan perilaku positif dan advokasi
positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum

muda dalam berbagai bidang kehidupan;

b. Meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif
terhadap prestasi kepada perseorangan maupun
kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik
baik implementasi Pancasila di seluruh

Nusantara;

c. Meningkatkan pengarusutamaan keteladanan

Pancasila di ruang publik;

d. Menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan

dan masyarakat;

e. Mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang
mengutamakan prinsip kebajikan kehidupan

publik.

4. Mempromosikan inklusi sosial di kalangan

masyarakat.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial
di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai
sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun
penghargaan terhadap hak dasar apapun latar
belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan
perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan

mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya
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kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme,
sukuisme, praktik intoleran, dan akuisme maka
kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong
peran ketokohan, organisasi, pemangku
kepentingan, kelompok untuk selalu
menyelenggarakan dan mempromosikan ruang
bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di

atas sebagai berikut:

a. melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan
jejaring komunitas dalam Pembinaan Ideologi
Pancasila melalui pembuatan direktori
lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki
kepedulian dalam melaksanakan program terkait
Pancasila dan Kebangsaan;

b. membuka ruang perjumpaan antar individu dan
komunitas (live in) antara lain berupa pertukaran
pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah,
aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama,
untuk menguatkan budaya kewargaan;

c. membangun agenda bersama dalam
pengarusutamaan Pancasila;

d. mengurangi kecenderungan politisasi identitas;

e. mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi
sosial, baik berbasis identitas keagamaan,
kesukuan, golongan, dan kelas sosial;

f. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia
sebagai masyarakat plural melalui praktik
pembelajaran multikulturalisme;

g. menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang
mendorong ke arah inklusi sosial;

h. mempromosikan inisiatif praktik terbaik (best
practices) implementasi nilai-nilai Pancasila dari
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seluruh warga negara di seluruh pelosok

nusantara.

5. Meningkatkan Keadilan Sosial melalui pembangunan

berbasis Pancasila.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial
di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk
mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu
membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa
masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga
partisipasi mereka menjadi substantif dan
berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam
setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat
sebagai proses menuju keberadaban bangsa.
Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusi sosial
dan marjinalisasi adalah tantangan terhadap
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
Eksklusi sosial dan marjinalisasi dapat menjadi
sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan
apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di

atas sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan terhadap potensi
konflik kebangsaan dan mencari kerangka
penyelesaian konflik melalui proses
permusyawaratan, yang lebih mengedepankan
kerangka keadilan restoratif;

b. melakukan advokasi dan afirmasi terhadap
tuntutan dan harapan warga bangsa yang
berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan,

pembangunan, dan pengembangan potensi diri;
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c. Dberpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok
yang berkonflik di masyarakat, mulai dari
preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui
pemberian saran dan rekomendasi dalam
perspektif Pancasila;

d. membangun kemandirian warga negara, secara
sendiri dan secara bersama-sama, dan
mempromosikan kemitraan dalam beragam
tingkat dan lapangan sosial ekonomi;

e. pengembangan kelompok prakarsa masyarakat
dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi

mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.

6. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem

pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel serta pelayanan
Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas
melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dilakukan untuk mencapai sasaran target
kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi
yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan adalah:

1. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan

internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;

: ‘
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2. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan

kepegawaian berbasis sistem merit;

3. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan administrasi

keuangan;

4. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan
manajemen  sistem = pemerintahan  berbasis

elektronik;

5. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan

akuntabilitas lembaga;

6. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan

profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPIP;

7. Mengoptimalkan dukungan manajemen dan
teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan
kualitas pelayanan publik Pembinaan Ideologi

Pancasila.
KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang
lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang
dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan
mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan
peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan

berikut ini:
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1. Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Umum;

3. Peraturan Pemerintah tentang Tata  Cara

Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

4. Peraturan Presiden tentang Indeks Aktualisasi

Pancasila;

5. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga,
dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan Pegawai Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila (Revisi);

7. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (Revisi);

8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (Revisi);

9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (Revisi);

10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
(GBHIP) dan Peta Jalan (Roadmap) Pembinaan

Ideologi Pancasila;
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11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Program Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila;

12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

tentang Standar Materi Pembelajaran Pancasila;

14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

tentang Standar Metodologi Pembelajaran Pancasila;

15. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan Ideologi Pancasila;

16. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

tentang Kelompok Ahli (Revisi);

17. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

tentang Dewan Pakar;

18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila;

19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam

Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

20. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di

Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

21. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
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22. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan dan
Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

23. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan
Pertanggungjawaban Kegiatan di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila;

24. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

25. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi
Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas

Khusus.
KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi
BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab
sebelumnya, BPIP harus didukung oleh seperangkat
organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya
aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang
dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk
itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan
yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana,
serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak
dilaksanakan secara efektif, intensif, dan

berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi BPIP
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat,

efektif, dan efisien, BPIP juga perlu menyesuaikan diri
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terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik.
Selain itu, BPIP perlu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan
meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada
penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu,
BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat
secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon
tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring,
evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber

daya aparatur yang berkelanjutan.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP
dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP
mempunyai tugas membantu  Presiden dalam
merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi
Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara
menyeluruh dan Dberkelanjutan, dan melaksanakan
penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan,
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta
memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan
dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi
sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Adapun fungsi BPIP terdiri dari:

1) perumusan arah kebijakan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

TR

>
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited)




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;

3) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan

program Pembinaan Ideologi Pancasila;

4) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5) pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila;

6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan
langkah dan  strategi untuk  memperlancar

pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;

7) pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta
hubungan dengan lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat
lainnya dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

8) pengkajian materi dan metodologi pembelajaran

Pancasila;

9) advokasi penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila

dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

10) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan
Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan; dan

11) perumusan dan penyampaian rekomendasi
kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan

Pancasila.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

susunan organisasi BPIP terdiri dari:
1. Pengarah

Struktur organisasi BPIP terdiri dari Dewan
Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri
dari 9 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh
agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah dipilih
dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui

mekanisme internal Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah bertugas memberikan
arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan

Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam rangka mendukung dan membantu
mengefektifkan  pelaksanaan  tugas, Dewan

Pengarah dapat dibantu oleh:

a. dewan pakar;
b. staf khusus; dan
c. satuan tugas khusus.

2. Pelaksana
Pelaksana terdiri atas:

a. Kepala;
b. Wakil Kepala;

Sekretariat Utama;

o o

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;

e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan

TS

Pengawasan Regulasi;

>
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Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

5 @ o

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan

[
.

Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi
BPIP. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu Wakil
Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan
lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan
Ketua Dewan Pengarah. Wakil Kepala mempunyai tugas
membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin
BPIP. Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk
membantu Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
secara teknis serta substantif sesuai dengan bidang

penugasannya atas persetujuan ketua Dewan Pengarah.

Pada unsur organisasi sebagai pendukung maka
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administratif dan teknis kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP. Sedangkan

fungsi Sekretariat Utama sebagai berikut:

Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;

2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan
dan anggaran di lingkungan BPIP;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana;

TR
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5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,;

6. Penyelenggaraan  pengelolaan barang  milik/
kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa;

7. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan
BPIP; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Pimpinan.

Sekretariat Utama terdiri atas:

a. Biro Perencanan dan Keuangan;

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan dan mengoordinasikan program dan
anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas
kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan,
akuntansi, dan pelaporan keuangan.

b. Biro Hukum dan Organisasi;

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan  koordinasi dan = penyusunan
peraturan perundang-undangan dan produk
hukum, dokumentasi dan informasi hukum,
evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum,
pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan
tata laksana serta reformasi birokrasi.

c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia,;

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan,
layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan
barang milik negara, pembinaan mental sumber
daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja

sumber daya manusia.

: ‘
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d. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat,
dan Administrasi;
Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat,
dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
urusan fasilitasi kerumahtanggaan, keprotokolan,
dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan
masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan
pengelolaan pelayanan administrasi.

e. Biro Pengawasan Internal.
Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

BPIP.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian,
masing-masing Kedeputian memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,

Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
a. Tugas

Melaksanakan program strategis hubungan
antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan

jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.
b. Fungsi

1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
program strategis dan program Kkerja
Pembinaan Ideologi Pancasila dengan
lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya;

TS

>
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited)

bangga
meldyani
bangsa




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

2) pengoordinasian relawan gerakan
kebajikan Pancasila;

3) pembudayaan gotong-royong di tengah
masyarakat dalam mengarusutamakan
nilai Pancasila;

4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau
menyebarluaskan pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan Pancasila
melalui media massa, media sosial, media
interpersonal, reklame, forum diskusi,
festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;

5) pengembangan komunikasi dengan media
massa;

6) peningkatan kerja sama dan hubungan
dengan lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, dan pemerintahan
daerah;

7) pengembangan hubungan dengan
organisasi sosial politik dan komponen
masyarakat lainnya dalam = rangka
menggalang partisipasi komunitas; dan

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:
a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja

Sama;

b. Direktorat Sosialisasi dan komunikasi; dan

c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.

TR
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2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi
a. Tugas
Melaksanakan internalisasi dan

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum,
advokasi, dan pengawasan regulasi.
b. Fungsi

1) perumusan arah kebijakan internalisasi
dan institusionalisasi Pancasila di bidang
hukum, advokasi, dan pengawasan
regulasi;

2) penyelenggaraan institusionalisasi
Pancasila terhadap hukum nasional agar
selaras dengan dasar negara;

3) pemberian rekomendasi berdasarkan hasil
pengawasan dan kajian kepada lembaga
tinggi negara, kementerian/lembaga, dan
pemerintahan daerah mengenai regulasi
yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar
Pancasila;

4) pelaksanaan advokasi Pembinaan Ideologi
Pancasila pada lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya;

S5) penanganan penyelesaian dan
penanggulangan masalah dan kendala
dalam Pembinaan Ideologi Pancasila; dan

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Pimpinan.

TS
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Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi terdiri atas:

Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
Direktorat Advokasi; dan
c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi

Kebijakan dan Regulasi.
3. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan
Pembinaan Ideologi Pancasila, pengkajian dan
perumusan standardisasi materi Pembinaan

Ideologi Pancasila.
b. Fungsi

1) perumusan arah kebijakan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

2) penyusunan peta jalan Pembinaan Ideologi

Pancasila;

3) pengkajian pelaksanaan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

4) perumusan standardisasi materi dan
bahan ajar metode Pembinaan Ideologi

Pancasila;

S5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi
Pancasila dalam kebijakan, program, dan
kegiatan lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah, organisasi sosial politik, dan

komponen masyarakat lainnya;
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6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan

kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;

7) penyerapan pandangan dan penanganan
aspirasi masyarakat dalam  rangka
perumusan kebijakan Pembinaan Ideologi

Pancasila; dan

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Pimpinan.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:

a. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan
Ideologi Pancasila;

b. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan
Ideologi Pancasila; dan

c. Direktorat Pengkajian Implementasi

Pembinaan Ideologi Pancasila.
4. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Tugas

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

Pembinaan Ideologi Pancasila.
b. Fungsi

1) penyusunan rencana dan = program
pendidikan dan pelatihan Pembinaan
Ideologi Pancasila;

2) penyusunan standardisasi pendidikan dan
pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

3) penyusunan kurikulum pendidikan dan

pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

TS
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4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur
negara, anggota organisasi sosial politik,
dan komponen masyarakat lainnya; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Pimpinan
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

a. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan
Pelatihan;

b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan; dan

c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan.
5. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
a. Tugas

Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi dalam  pelaksanaan  kebijakan

Pembinaan Ideologi Pancasila.
b. Fungsi

1) pengendalian pelaksanaan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

2) pemantauan dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

3) pelaksanaan pengukuran pelembagaan
Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan

praktik penyelenggaraan negara;
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4) pengusulan langkah dan strategi untuk
memperlancar pelaksanaan Pembinaan

Ideologi Pancasila; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Pimpinan.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri

atas:
a. Direktorat Pengendalian; dan
b. Direktorat Evaluasi.

Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan
unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP,
Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris
Utama. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin
oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Teknologi Informasi
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan
informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis
kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan Pembinaan

Ideologi Pancasila.

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan
BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional
terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu. Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok
jabatan fungsional, Kepala menetapkan koordinator dan

subkoordinator serta pembidangan kelompok jabatan

527
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fungsional. Koordinator dan subkoordinator mempunyai
tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai
dengan pembidangannya. Jumlah kelompok jabatan
fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang

didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIP
menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan BPIP.
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Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BAGAN 1
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KETUA
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: : i
i ! i
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Bagan 2. Sekretariat Utama
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Bagan 2 a. Biro Perencanaan dan Keuangan

BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BAGIAN KELOMPOK

KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
——  TATA LAKSANA KEUANGAN DAN
PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
— AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
—— TATA USAHA BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

Bagan 2 b. Biro Hukum dan Organisasi

BIRO
HUKUM DAN ORGANISASI

BAGIAN KELOMPOK
—— ORGANISASI DAN TATA LAKSANA JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
ORGANISASI

SUBBAGIAN
F—  TATA LAKSANA DAN REFORMASI
BIROKRASI

SUBBAGIAN
— TATA USAHA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI

=
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Bagan 2 c. Biro Umum dan SDM

BIRO
UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAGIAN
MANAJEMEN BARANG MILK BAGIAN Il Ewml(
[ | NEGARA, LAYANAN PENGADAAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA JABATAN FUNGSIONAL
RUMAH TANGGA
| MANAJE! SU,BRBA, ,Gl IAN, fILIK NEGARA PERENCANASAI;«BLI)&:S IPAI-:NNGE].OIAAN
MEY RARNYS " KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA
| | SUBBAGIAN SUBBAGIAN
LAYANAN PENGADAAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN ~ —
SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
=1 RUMAH TANGGA TATA USAHA BRO UMUM DAN ~ —
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagan 2 d. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan

Administrasi

BIRO
FASILITASI PIMPINAN,
HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN

ADMINISTRASI
BAGHN BAGIAN BAGIAN
FASILITASI PMPINAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA DAN ARSPP
SUBRAGIAN
s —_— SUBRAGIAN TATA USAHA KEDEPUTLAN BIDANG HUBUNGAN
BRAGH SUBRAGL - s —— = = v
FASITASI DEWAN FENGARAHDAN KEPAIA | —  HUBUNGAN MEDIA DAN PENGADUAN T A SRS I Iy
MASYARARAT
a SUBRAGIAN SUBRAGIAN
:  SUBBAGIAN " TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, | —— TATA USAHA KEDEPUTLAN BIDANG PENGKAAN
| |  EASWITASIWAKLL KEPALA, STAF KHUSS ADVOKASL DAN PENGAWASAN REGULASI DANMATERI
DEWAN PENGARAH, DEWAN PAKAR, DAN
KELOMPOK AHLI
SUBBAGIAN SUBRAGIAN
SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN EIDANG PENDIDIEAN (——  TATA USAHA KEDEFUTIAN BIDANG
L PROTOKOL FASILITASI MATERI DAN RAPAT DAN PELATHAN PENGENDALIAN DN EVALUASI
PMPRAN
KELOMPOK SUBBAGIAN .
. SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL &) TATA USAHA BIRO FASIUTASI PMPINAN,  (—— i .
HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMNISTRASI IS ¥ KR
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Bagan 2 e. Biro Pengawasan Internal

BIRO
PENGAWASAN INTERNAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO PENGAWASAN
INTERNAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Bagan 2 f. Pusat Data dan Informasi

PUSAT DATA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SUBBAGIAN
TATA USAHA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

NN
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Bagan 3. Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,

Komunikasi dan Jaringan

DEPUTL
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN

DIREKTORAT
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA
SAMA

DIREKTORAT DIREKTORAT
SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi

DIREKTORAT DIREKTORAT
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI
SAMA

KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

=

Direktorat Jaringan dan Pembudayaan

DIREKTORAT
JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

>
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Bagan 4. Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi

DEPUTI
BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN
PENGAWASAN REGULASI
. ORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENYUSUNAN
Ly IREK REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN
ANALISIS DAN PENYELARASAN ADVOKASI REGULASI
Direktorat Analisis dan Penyelarasan Direktorat Advokasi
DIREKTORAT DIREKTORAT

ANALISIS DAN PENYELARASAN ADVOKASI

KELOMPOK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

DIREKTORAT PENYUSUNAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN DAN REGULASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

) ‘
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Bagan 5. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi

DEPUTI
BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI MPLE\?&E&E??’Q&EE&;?BEULUGI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA S
PANCASILA
Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Direktorat Pengkajian Matesi Dembinaan Ideologi Pancasila
DIREKTORAT PENGKAJIAN KERIJAKAN DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited) 60

#bﬂnggn i
meldyani
bangsa




Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan M Nilai Persatuan . Nilai Permusyawaratan ‘7, Nilai Keadilan Sosial

Bagan 6. Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan

DEPUTI
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
[
[ |
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERENCANAAN, STANDARDISASI, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PELATIHAN
LATIHAN
FERENCANAAN, PENYELENGGARAAN PROGRAM
~ STANDARDISASI, DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PUSAKA
PELATIHAN
KELOMPOE KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
AR R R——
> l
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Bagan 7. Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi

DEPUTI
BIDANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

DIREKTORAT
DR OB PR FELEBAGARY
DIREKTORAT
PENGUKURAN PELEMBAGAAN
PANCASILA
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL
A A A AR OR,

X ‘
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Sumber Daya Manusia di Lingkungan BPIP berjumlah

450 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai BPIP Menurut Jabatan

1 |Dewan Pengarah 9 2,0%
2 |Dewan Pakar 3 0,7%
3 |Staf Khusus 1 0,2%
4 |Kepala 1 0,2%
5 |Wakil Kepala 1 0,2%
6 |Sekretaris Utama 1 0,2%
7 |Deputi 3 0,7%
8 |Direktur 13 2,9%
9 |Kepala Biro 5 1,1%
10 |Kepala Pusat 0 0,0%
11 |Administrator 7 1,6%
12 |Pengawas 26 5,8%
13 |Fungsional Ahli Utama 0 0,0%
14 |Fungsional (PNS & PPPK) 197 43,8%
15 |Pelaksana 177 39,3%
16 |Polisi ) 1,3%

TOTAL 450 100%

Pegawai PNS BPIP Menurut Pangkat

1 |(II/a) 15 3,5%
2 |Pengatur (II/c) 40 9,3%
3 |Pengatur Tingkat I (II/d) 3 0,7%
4 |Penata Muda (I11/a) 164 38,2%
5 |Penata Muda Tingkat I (III/D) 108 25,2%
6 |Penata (I1I/c) 6 1,4%
7 |Penata Tingkat I (III/d) 18 4,2%
8 |Pembina (IV/a) 17 4,0%
9 |Pembina Tingkat [ (IV/b) 30 7,0%
10 |Pembina Utama Muda (IV/c) 11 2,6%
11 |Pembina Utama Madya (IV/d) 16 3,7%
12 |Pembina Utama (IV/e) 1 0,2%

TOTAL 429 100%

Tabel 5. Daftar Pegawai BPIP per 30 Juni 2025.

=S
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Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan

Laporan Keuangan  Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 (Unaudited)
ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh BPIP. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian  prosedur manual maupun = yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi terdiri
dari Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Unit
Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan
sebagai bagian dari check and balance pengendalian
internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan

pada Kementerian Negara/Lembaga.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada
tingkat satuan kerja;

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna
Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat

Kementerian Negara/Lembaga.
Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satuan Kerja;
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang

(UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian

=

Negara/Lembaga.

>
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Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan
anggaran tersebut menghasilkan laporan keuangan yang
merupakan bentuk pertanggungjawaban dan
akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan

kewenangannya masing-masing.

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan
penatausahaan  Barang Milik Negara tersebut
menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan
untuk bahan penyusunan LO, LPE, dan Neraca juga

dapat digunakan untuk tujuan manajerial.

Berikut ini merupakan konstruksi proses akuntansi

penyusunan Laporan Keuangan:

1) Verifikasi dokumen sumber utama atas terjadinya
transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah
terdapat pada UAKPA. Dokumen sumber yang
digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan di
tingkat UAKPA:

(a). Dokumen terkait dengan transaksi penerimaan
terdiri dari:

e Estimasi Pendapatan yang dialokasikan
antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan
DIPA; dan

e Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti
penerimaan negara seperti SSBP, SSP,
SSPCP, dan dokumen lain yang sah

dipersamakan.

S
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(b). Dokumen yang terkait dengan transaksi
pengeluaran yang terdiri dari:

e DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional
Kerja ~dan dokumen lain yang
dipersamakan;

e Realisasi pengeluaran: SPP, SPM, dan
SP2D, SP2HL dan SPHL, SP4HL dan
SP3HL, MPHL-BJS, dan dokumen lain
yang dipersamakan.

(). Memo Penyesuaian yang digunakan dalam
rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk
transaksi akrual dan jurnal aset;

(d). Dokumen yang terkait transaksi piutang,
antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi
piutang dan daftar umur piutang;

(). Dokumen yang terkait transaksi persediaan,
antara lain kartu persediaan, buku
persediaan, BAR Opname fisik, Laporan Hasil
Opname  Fisik (LHOF), dan laporan
persediaan, dan daftar perhitungan
penyisihan piutang tak tertagih;

(). Dokumen yang terkait Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP,
Laporan KDP;

(g). Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah
Terima (BAST), Surat Keputusan (SK)
Penghapusan, SK Penghentian dan/atau
Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak

Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, dan

=S

lain sebagainya.
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2) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan data
transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi pada unit
Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi 2
(dua) macam yaitu:

(@). Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi data
untuk penyusunan laporan keuangan yang
dilaksanakan antar subsistem pada masing-
masing Unit Akuntansi dan Pelaporan
dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan
yang masih dalam satu entitas pelaporan.
Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah
rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan
dengan unit pelaporan barang serta
rekonsiliasi internal antara UAKPA dan
Bendahara.

(b). Rekonsiliasi Eksternal
Rekonsiliasi Eksternal adalah rekonsiliasi data
untuk penyusunan laporan keuangan yang
dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan
pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi
dan Pelapor an yang lain atau pihak lain yang
terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada

Kementerian Negara/Lembaga menghasilkan Laporan

Keuangan yang terdiri dari:

TR
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1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi
realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-
masing dibandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode;

2) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu;

3) Laporan Operasional
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu
periode pelaporan;

4) Laporan Ekuitas
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya;

5) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan  meliputi
penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya
yang diperlukan dalam rangka pengungkapan yang

memadai.
Basis Akuntansi A.3. Basis Akuntansi

BPIP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan

: ‘
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dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis
kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran  A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPIP
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata
uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

: ‘
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Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester
I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPIP. Di
samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPIP

sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan- LRA

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
pada Kas Umum Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas  bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi
sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak
atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

T
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BPIP adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu
sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan.

e Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan
berdasarkan  azas  bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

e Belanja disajikan menurut klasifikasi
ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

TR

>
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited) [




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

Beban (4) Beban

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi
ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap

dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan
di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI

pada tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan
sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

e Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul
hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab  Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

TR
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e Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih
dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta

jumlahnya bisa diukur dengan andal.

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan
piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan
berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

KUALITAS PIUTANG PENYISIHAN

Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan
pelunasan

KURANG LANCAR

Tabel 6. Perhitungan Penyisihan Piutang yang dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value).

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

73A
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e Nilai Persediaan dicatat menggunakan metode First
In First Out (FIFO), di mana barang yang masuk
terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang

pertama kali keluar.

» harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya;

» Inventarisasi fisik (stock opname) persediaan

dilakukan setiap semester;

» Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan

urutan (sequential) masuk persediaan;

» Transaksi Koreksi Jumlah yang bersifat
menambah kuantitas persediaan dalam neraca
diperlakukan sebagaimana perolehan
persediaan  baru, sesuai tanggal buku

perekaman transaksi Koreksi Jumlah tersebut;

» Transaksi Koreksi Jumlah yang berdampak
pada pengurangan kuantitas persediaan di
neraca diperlakukan sebagaimana transaksi
mutasi persediaan keluar menggunakan harga
satuan sesuai urutan perolehan persediaan

dimaksud;

» Koreksi Nilai hanya dapat dilakukan atas

persediaan yang masih terdapat saldonya;

» Atas persediaan yang bersifat unik dan
memerlukan pencatatan spesifik seperti barang
persediaan dengan tujuan untuk diserahkan
dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar
dilakukan pencatatan dengan menggunakan
4

>
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited) 7

bangga
meldyani
bangsa




Ll Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

kode barang yang berbeda untuk menjaga

validitas harga masing-masing barang.

Aset Tetap b. Aset Tetap

e Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

e Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah raga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai  beban kecuali
pengeluaran untuk tanah,
Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

e Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan
Operasional Pemerintah yang disebabkan antara
lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset

Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

TR

Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited) 75




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

e Aset Tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset c. Penyusutan Aset Tetap

Tetap
e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu Aset Tetap.

e Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan  hilang
berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam
kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

e Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
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berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TETAP MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin 2s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan 10s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 Tahun

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka d. Piutang Jangka Panjang

Panjang
e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya .
Y e. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset
Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja
sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

TS
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e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 81/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas
Pemerintah Pusat tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD MASA MANFAAT

Software 4 Tahun
Franchise 5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang,

: o 10 Tahun
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas 20Tahun
Tanaman Semusim
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak

50 Tahun

Ekonomi Produser Fonogram

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. | 70 Tahun
Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

e Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
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Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih
Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih
lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

TS

>
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Semester I Tahun 2025 (Unaudited) 79




Nilai Persatuan n Nilai Permusyawaratan “Z. Nilai Keadilan Sosial

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Presiden memberikan arahan pada suatu kesempatan
konsep “Send-Deliver” dalam melaksanakan program-
program pembangunan, Presiden menegaskan bahwa
tugas pemerintah adalah menjamin program pemerintah
telah diterima bukan hanya menjamin telah dikirim,
dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan
hanya dibuat namun dapat bermanfaat bagi seluruh
masyarakat. Bapak Presiden juga menyampaikan
tentang pentingnya sense of crisis dimana meminta
menjalankan perencanaan yang baik dalam semua

kebijakan.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025
tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi
Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025, BPIP melaksanakan efisiensi belanja
sebesar Rp191.554.339.000,00, sampai dengan 30 Juni
2025 masih terdapat blokir pagu senilai
Rp22.268.908.803,00.
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Realisasi Pendapatan B.1 Pendapatan

Rp388.460.754,00 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp388.460.754,00
atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan
berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan
BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp51.155.100,00
dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp337.305.654,00

sebagai berikut:

i At | oo
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha 0,00 51.155.100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 51.155.100,00
Pendapatan Lain-Lain 0,00 337.305.654,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 296.937.425,00
Penerimaan Kembali Belanja Pgeawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 40.368.229,00
Jumlah 0,00 388.460.754,00

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2025.

Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan
Mesin sebesar Rp51.155.100,00, Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar
Rp0,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun
Anggaran Yang Lalu sebesar Rp296.937.425,00, dan
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
Yang Lalu sebesar Rp40.368.229,00 yang terlampir
dalam lampiran VI.b.

Realisasi Belanja B.2. Belanja

Rp80:003.485.797,00 Realisasi Belanja BPIP pada per 30 Juni 2025 adalah
sebesar Rp80.003.485.797,00 atau 21,37 persen dari
anggaran belanja sebesar Rp374.428.347.000,00.
Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2025

tersaji sebagai berikut:
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Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode
yang berakhir 30 Juni 2025

30 JUNI 2025
Uraian
Anggaran Realisasi % Real Angg.
Belanja Pegawai 92.972.120.000,00 43.038.454.635,00 46,29
Belanja Barang 277.688.227.000,00 37.170.040.082,00 13,39
Belanja Modal 3.768.000.000,00 0,00 0,00
Total Belanja Kotor 374.428.347.000,00 80.208.494.717,00 21,42
Pengembalian Belanja 0,00 (205.008.920,00) 0,00

Total Belanja Netto 374.428.347.000,00 80.003.485.797,00

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat

dalam grafik berikut ini:

300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000

50.000.000.000
AR

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

H Anggaran H Realisasi

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 30

Juni 2025 adalah sebagai berikut:

, ‘
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PER 30 JUNI 2025
B ANGGARAN REALISASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 352,159.439.000,00]  80.208.494.717,00
Program Pembinaan Ideologi Pancasila 165.156.033.000,00 14.794.989.189,00

Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan
6926 |Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan 64.489.783.000,00 4.781.636.265,00
Pembudayaan Ideologi Pancasila

ABN |Kehijakan Bidang Sosial 4.892.816.000,00 1.269.455.727,00
BDC |Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 25.000.000.000,00 557.631.000,00
oDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok 20.842.896.000,00 1 46.681.388,00
Masyarakat

QMB|Komunikasi Publik 13.754.071.000,00 1.487.868.150,00
Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan

6927 Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi 10.807.342.000,00 391.684.229,00
ABD [Kehijakan Bidang Hukum dan HAM 2.612.366.000,00 73.652.846,00
PBD |Kehijakan Bidang Hukum dan HAM 8.194.976.000,00 318.031.383,00

Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan

6928 Pembinaan Ideologi Pancasila 12,142.397.000,00 1.318.174.261,00

ABN |Kebijakan Bidang Sosial 3.531.917.000,00 249.914.137,00

PBC |Kebijakan Bidang Politik 4.808.319.000,00 646.991.956,00

PRI Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan 3802.161.000,00 421.268.168.00
Kebudayaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

6929 Pembinaan Ideologi Pancasil 66.356.965.000,00 6.998.670.150,00

AFA |Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1.903.024.000,00 66.276.000,00

BDC |Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 45.056.595.000,00 6.235.415.811,00

PDE |Akreditasi Lembaga 2.595.215.000,00 281.718.500,00

PDI (Sertifikasi Profesi dan SDM 4.736.097.000,00 73.685.000,00

SCJ |Pelatihan Bidang Sosial 12.066.034.000,00 341.574.839,00

6930 Pengen.dalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi 11.359.546,000,00 1.304.824.284,00
Pancasila

ABC |Kebijakan Bidang Politik 5.203.802.000,00 586.839.004,00

PBC |Kebijakan Bidang Politik 3.500.484.000,00 202.212.200,00

PBN |Kebijakan Bidang Sosial 2.655.260.000,00 515.773.080,00

Program Dukungan Manajemen 187.003.406.000,00|  65.413.505.528,00

6925 |Penyelenggaraan Dukungan Manajemen 187.003.406.000,00 65.413.505.528,00

EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal 168.888.204.000,00 62.476.863.176,00

EBB |Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3.210.000.000,00 0,00

EBC |Layanan Manajemen SDM Internal 3.692.855.000,00 742.599.196,00

EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal 11.212.347.000,00 2.194.043.156,00
Total Anggaran 352.159.439.000,00  80.208.494.717,00

Pengembalian Belanja 0,00 (205.008.920,00)

Total Anggaran 352.159.439.000,00  80.003.485.797,00

Tabel 11. Rincian Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan per 30 Juni 2025.
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Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang
berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN

30 JUNI 2025

30 JUNI 2024

NAIK/TURUN (%)

Belanja Pegawai

43.038.454.635,00

43.413.494.275,00

(0,86)

Belanja Barang

37.170.040.082,00

81.858.300.528,00

(54,59)

Belanja Modal

0,00

513.726.500,00

(100,00)

Belanja Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

Jumlah Belanja

80.208.494.717,00

125.785.521.303,00

(36,23)

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Netto

(205.008.920,00)

80.003.485.797,00

(1.479.410.574,00)
124.306.110.729,00

(86,14)
(35,64)

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 2024.

Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 mengalami
penurunan sebesar 35,55 persen dibandingkan pada per
30 Juni 2024. Penurunan Belanja Pegawai sebesar
0,86% atau sebesar Rp375.039.640,00 dikarenakan
tidak terdapat penambahan pejabat BPIP yang baru
dilantik, penambahan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan
gaji secara berkala. Penurunan Belanja Barang sebesar
54,59% atau sebesar Rp44.688.260.446,00 merupakan
bagian dalam rangka efisiensi APBN sesuai dengan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun
2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar
100,00% atau sebesar Rp513.726.500,00 dikarenakan
semua kebutuhan terhadap belanja modal belum

terrealisasi.
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Belanja Pegawai
Rp43.030.369.487,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) per 30 Juni 2025 dan
2024 adalah
Rp43.030.369.487,00 dan Rp43.406.580.014,00 atau

masing-masing sebesar

terjadi penurunan sebesar 0,87 persen dari periode TA

yang lalu.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai untuk periode yang

berakhir 30 Juni 2025
30 JUNI 2025
URAIAN
Anggaran Realisasi Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 24.103.692.000,00 12.296.885.186,00 51,02
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 3.825.517.000,00 1.051.949.095,00 27,50
Belanja Lembur 576.613.000,00 5.445.000,00 0,94
Belanja Tunjangan Khusus 64.466.298.000,00 29.684.175.354,00 46,05
Jumlah Belanja 92.972.120.000,00 43.038.454.635,00 46,29
Pengembalian Belanja 0,00 (8.085.148,00) 0,00

Jumlah Belanja Netto

92.972.120.000,00 43.030.369.487,00

Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 30 Juni 2025.
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode
yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

REALISASI
URAIAN NAIK (TURUN) %
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 12.296.885.186,00 11.607.016.429,00 5,94
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 1.051.949.095,00 634.742.465,00 65,73
Belanja Lembur 5.445.000,00 56.744.000,00 (90,40)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 29.684.175.354,00 31.114.991.381,00 (4,60)
Jumlah Belanja 43.038.454.635,00 43.413.494.275,00 (0,86)
Pengembalian Belanja Pegawai (8.085.148,00) (6.914.261,00) 16,93
Jumlah Belanja Netto 43.030.369.487,00 43.406.580.014,00

Tabel 14. Realisasi dan Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024.

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (neto) per 30
Juni 2025 adalah sebesar Rp12.288.800.038,00 atau
50,98
Rp24.103.692.000,00.

persen dari anggaran sebesar
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Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)

Belanja Gaji Pokok PNS 8.500.398.520,00 8.290.478.300,00 209.920.220,00 2,53
Belanja Pembulatan Gaji PNS 114.600,00 133.222,00 (18.622,00) (13,98)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 539.989.916,00 527.946.750,00 12.043.166,00 2,28
Belanja Tunj. Anak PNS 137.256.253,00 133.722.624,00 3.533.629,00 2,64
Belanja Tunj. Struktural PNS 993.280.000,00 986.400.000,00 6.880.000,00 0,70
Belanja Tunj. Fungsional PNS 554.371.000,00 388.435.000,00 165.936.000,00 42,72
Belanja Tunj. PPh PNS 180.917.277,00 179.732.373,00 1.184.904,00 0,66
Belanja Tunj. Beras PNS 413.590.620,00 401.786.160,00 11.804.460,00 2,94
Belanja Uang Makan PNS 805.267.000,00 475.917.000,00 329.350.000,00 69,20
Belanja Tunj. Umum PNS 171.700.000,00 222.465.000,00 (50.765.000,00) (22,82)

Jumlah Belanja Pegawai 12.296.885.186,00 11.607.016.429,00  689.868.757,00 5,94
Pengembalian belanja pegawai (8.085.148,00) (6.914.261,00) (1.170.887,00) 16,93

umlah Belanja Pegawai Netto  12.288.800.038,00 11.600.102.168,00  688.697.870,00 5,94

Tabel 15. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 30 Juni
2025 dan 2024.

Belanja Gaji dan Tunjangan per 30 Juni 2025 sebesar
Rp12.288.800.038,00 sedangkan per 30 Juni 2024
sebesar Rp11.600.102.168,00. Terdapat kenaikan
sebesar Rp688.697.870,00 atau 5,94 persen. Kenaikan
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan terdapat
penambahan pejabat BPIP yang baru dilantik,
penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK), kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji

secara berkala.
B.3.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (neto) per 30
Juni 2025 adalah sebesar Rp1.051.949.095,00 atau
27,50 persen dari anggaran sebesar

Rp3.825.517.000,00.
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Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Gaji Pokok PPPK 756.832.100,00 480.540.000,00 276.292.100,00 57,50
Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.287,00 4.205,00 3.082,00 73,29
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 38.304.780,00 17.619.800,00 20.684.980,00 117,40
Belanja Tunjangan Anak PPPK 10.608.268,00 5.125.760,00 5.482.508,00 106,96
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 115.651.000,00 80.436.000,00 35.215.000,00 43,78
Belanja Tunjangan Beras PPPK 37.875.660,00 20.639.700,00 17.235.960,00 83,51
Belanja Uang Makan PPPK 88.800.000,00 30.377.000,00 58.423.000,00 192,33
Belanja Tunjangan Umum PPPK 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00 0,00
Jumlah Belanja Pegawai 1.051.949.095,00 634.742.465,00 417.206.630,00 65,73
Pengembalian belanja pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Pegawai Netto 1.051.949.095,00 634.742.465,00 417.206.630,00

Tabel 16. Realisasi dan Perbandingan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 30 Juni
2025 dan 2024.

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 30 Juni 2025
sebesar Rp1.051.949.095,00, sedangkan per 30 Juni
2024 sebesar Rp634.742.465,00. Terdapat peningkatan
sebesar Rp417.206.630,00 atau 65,73 persen dari TA
sebelumnya dikarenakan penerimaan PPPK baru

dilaksanakan pada TA 2025.

B.3.3 Belanja Lembur

Realisasi Belanja Lembur (neto) per 30 Juni 2025 adalah
sebesar Rp5.445.000,00 atau 0,94 persen dari anggaran
sebesar Rp576.613.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian

30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Uang Lembur 5.064.000,00 56.744.000,00 (51.680.000,00) (91,08)
Belanja Uang Lembur PPPK 381.000,00 0,00 381.000,00 0,00
Jumlah Belanja Pegawai 5.445.000,00 56.744.000,00 (51.299.000,00) (90,40)
Pengembalian belanja pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
[Jumlah Belanja Pegawai Netto 5.445.000,00 56.744.000,00 (51.299.000,00) (90,40)

Tabel 17. Realisasi dan Perbandingan Belanja Lembur per 30 Juni 2025 dan 2024.

Belanja Lembur per 30 Juni 2025 sebesar
Rp5.445.000,00 sedangkan per 30 Juni 20254 sebesar
Rp56.744.000,00. Terdapat penurunan sebesar
Rp51.299.000,00 atau 90,40 persen dari TA sebelumnya
dikarenakan pengajuan lembur yang dilakukan unit

kerja menurun.
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B.3.4 Belanja Tunjangan Khusus

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus (neto) per 30 Juni
2025 adalah sebesar Rp29.684.175.354,00 atau 46,05
persen dari anggaran sebesar Rp64.466.298.000,00.

Jumlah Belanja Pegawai Netto

29.684.175.354,00

31.114.991.381,00

(1430.816.027,00)

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 Rp) (%)
Belanja Tunjangan Khusus 28.576.127.203,00 30.462.735.693,00 |  (1.886.608.490,00)| (6,19)
Belanja Tunjangan Khusus PPPK 1.108.048.151,00 652.255.688,00 455.792.463,00 | 69,88
Jumlah Belanja Pegawai 29.684.175.354,00 |  31.114.991.381,00 | (1.430.816.027,00) (%60
Pengembalian belanja pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

(4,60)

Belanja Barang
Rp36.973.116.310,00

Tabel 18. Realisasi dan Perbandingan Belanja Tunjangan Khusus per 30 Juni 2025 dan 2024.

Belanja Tunjangan Khusus per 30 Juni 2025 sebesar
Rp29.684.175.354,00 sedangkan per 30 Juni 2024
Rp31.114.991.381,00. Terdapat penurunan
Rp1.430.816.027,00 4,60

sebesar

sebesar atau persen.
Penurunan Belanja Tunjangan Khusus dikarenakan

terdapat mutasi pegawai.
B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp36.973.116.310,00
dan Rp80.385.804.215,00. Realisasi tersebut mengalami
penurunan sebesar Rp43.412.687.905,00 atau 54,01
persen dari realisasi belanja barang periode pelaporan
yang sama pada TA 2024 dikarenakan dalam rangka
efisiensi APBN sesuai dengan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

serta menurunnya realisasi belanja barang operasional,

>
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realisasi belanja barang non operasional, dan belanja

barang persediaan.

Realisasi Anggaran Belanja Barang untuk periode yang

berakhir 30 Juni 2025
PER 30 JUNI 2025
Uraian
Anggaran Realisasi Real Angg. (%)

Belanja Barang Operasione] 11.469.381.000,00 1902604558001 4975
Belana Barang Non Operasional 20.082.397.000,00 2309903990001 115
Belanja Barang Persediaan 438.479.000,00 2.052.000,00 0,47
Belanja Jasa 105.049.713.000,00 10.879.728.739,00 10,36
Belanja Pemeliharaan 4.742.100.000,00 1.692.510.320,00 35,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 135.472.300.000,00 16.949.384.402,00 12,51
Belanja Perjalanan Luar Negeri 433.857.000,00 433.856.073,00 100,00
Jumlah Belanja Barang 277.688.227.000,00 37.170.040.082,00 13,39
Pengembalian Belanja 0,00 (196.923.772,00) 0,00
Jumlah Belanja Barang Netto 277.688.227.000,00 36.973.116.310,00 13,31

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode

yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

Jumlah Belanja Barang Netto

36.973.116.310,00

80.385.804.215,00

Tabel 20. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 2024.

(43.412.687.905,00)

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Barang Operasional 4.902.604.558,00 7.638.929.628,00 (2.736.325.070,00)| (35,82)
Belanja Barang Non Operasional 2.309.903.990,00 2.916.007.005,00 (606.103.015,00) (20,79)
Belanja Barang Persediaan 2.052.000,00 308.420.000,00 (306.368.000,00)| (99,33)
Belanja Jasa 10.879.728.739,00 17.957.462.256,00 (7.077.733.517,00)| (39,41)
Belanja Pemeliharaan 1.692.510.320,00 1.850.221.461,00 (157.711.141,00)  (8,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 16.949.384.402,00 51.187.260.178,00 (34.237.875.776,00)| (66,89)
Belanja Perjalanan Luar Negeri 433.856.073,00 0,00 433.856.073,00 | 0,00
Jumlah Belanja Barang 37.170.040.082,00 81.858.300.528,00 (44.688.260.446,00)| (54,59)
Pengembalian belanja Barang (196.923.772,00) (1.472.496.313,00) 1.275.572.541,00 | (86,63
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B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (neto) per 30 Juni
2025 adalah sebesar Rp4.901.548.092,00 atau 42,74
persen dari anggaran sebesar Rp11.469.381.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Keperluan Perkantoran 3.264.045.578,00 6.624.981.808,00  (3.360.936.230,00)  (50,73)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7.372.550,00 259.000,00 7.113.550,00 2.746,54
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 195.332.000,00 149.320.000,00 46.012.000,00 30,81
Belanja Barang Operasional Lainnya 1.435.854.430,00 864.368.820,00 571.485.610,00 66,12
Jumlah Belanja Barang Operasional 4.902.604.558,00 7.638.929.628,00  (2.736.325.070,00) (35,82)
Pengembalian belanja Barang Operasional (1.056.466,00) (50.784.800,00) 49.728.334,00 (97,92

Jumlah Belanja Barang Operasional Netto
Tabel 21. Realisasi Belanja Barang Operasional per 30 Juni 2025 dan 2024.

4.901.548.092,00 7.588.144.828,00  (2.686.596.736,00) (35,41)

Terdapat penurunan sebesar Rp2.686.596.736,00 atau
35,41 persen dari periode pelaporan yang sama pada
tahun 2024. Penurunan Realisasi Belanja Barang
Operasional per 30 Juni 2025 dikarenakan penurunan

belanja keperluan perkantoran.

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (neto) per per

30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.309.903.990,00 atau

11,50 persen dari anggaran sebesar
Rp20.082.397.000,00.
Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)

Belanja Bahan 1.906.063.990,00 2.564.599.005,00 (658.535.015,00)|  (25,68)
Belanja Honor Output Kegiatan 117.600.000,00 121.200.000,00 (3.600.000,00) (2,97)
Belanja Non Operasional Lainnya 286.240.000,00 228.578.000,00 57.662.000,00 25,23
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk 0,00 0,00 000 0,00
barang

Belanja Perlatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 0,00 1.630.000,00 (1.630.000,00)  (100,00)
Jumlah Belanja Barang Non Operasional 2.309.903.990,00 2.916.007.005,00 (606.103.015,00)|  (20,79)
Pengembalian Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Barang Non Operasional Netto

2.309.903.990,00

2.916.007.005,00

(606.103.015,00)

(20,79)

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 30 Juni 2025 dan 2024.
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Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang Non
Operasional sebesar Rp606.103.015,00 atau 20,79
persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada
tahun 2024. Penurunan Belanja Barang Non
Operasional per 30 Juni 2025 dikarenakan belum semua
rencana Belanja Barang Non Operasional terrealisasi
pada tahun 2025, serta pembatasan pemberian honor

pada pegawai.
B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Barang Persediaan (neto) per 30 Juni
2025 adalah sebesar Rp2.052.000,00 atau 00,48 persen
dari anggaran sebesar Rp438.479.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi 2.052.000,00 308.420.000,00 (306.368.000,00)  (99,33)
Jumlah Belanja Barang Persediaan 2.052.000,00 308.420.000,00 (306.368.000,00)  (99,33)

Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Barang Persediaan Netto 2.052.000,00 308.420.000,00 (306.368.000,00)  (99,33)

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan Realisasi Belanja Barang
Persediaan sebesar Rp306.368.000,00 atau 99,33 persen
dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun
2024. Penurunan Belanja Persediaan per 30 Juni 2025
dikarenakan berkurangnya alokasi anggaran belanja
barang persediaan konsumsi pada tahun 2025, serta

berkurangnya kebutuhan barang persediaan.
B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (neto) per 30 Juni 2025 adalah
sebesar Rp10.879.728.739,00 atau 10,36 persen dari
anggaran sebesar Rp105.049.713.000,00.
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Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Jasa Konsultan 0,00 97.000.000,00 (97.000.000,00) (100,00)
Belanja Langganan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Langganan Telepon 1.122.418,00 1.060.387,00 62.031,00 5,85
Belanja Langganan Air 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Sewa 5.088.587.400,00 5.665.195.000,00 (576.607.600,00) (10,18)
Belanja Jasa Profesi 1.165.000.000,00 2.902.930.000,00 (1.737.930.000,00)  (59,87)
Belanja Jasa Lainnya 4.625.018.921,00 9.291.276.869,00 (4.666.257.948,00)  (50,22)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Jasa 10.879.728.739,00 17.957.462.256,00  (7.077.733.517,00) (39,41)
Pengembalian belanja Barang Jasa 0,00 (8.085.000,00) (8.085.000,00) 100,00

Jumlah Belanja Jasa Netto 10.879.728.739,00 17.949.377.256,00  (7.085.818.517,00)
Tabel 24. Realisasi Belanja Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024.

Terdapat kenaikan sebesar Rp7.085.818.517,00 atau
39,48 persen dari periode pelaporan yang sama pada TA
2024. Penurunan Belanja Jasa per 30 Juni 2025
dikarenakan belum semua rencana Belanja Jasa
terrealisasi pada tahun 2025.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (neto) per 30 Juni 2025
adalah sebesar Rp 1.692.510.320,00 atau 35,69 persen
dari anggaran sebesar Rp 4.742.100.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNT 2024 (Rp) (%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 28.075.140,00 (28.075.140,00) (100,00)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 11.534.000,00 (10.234.000,00) (88,73
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 9.900.000,00 2.157.270,00 7.742.730,00 35891
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.669.996.320,00 1.767.815.411,00 (97.819.091,00) (5,53
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 000 0,00
Belanja Pemeliharaan Lainnya 11.314.000,00 40.639.640,00 (29.325.640,00)  (72,16)
Jumlah Belanja Barang Bruto 1,692.510.320,00 1.850.221.461,00 (157.711.141,00)  (8,52)
Pengembalian belanja Barang Pemeliharaan 0,00 0,00 000 0,00

Jumlah Belanja Barang Netto 1.692.510.320,00 1.850.221.461,00 (157.711.141,00) (8,52
Tabel 25. Realisasi Belanja Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan sebesar Rpl157.711.141,00 atau
8,52 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama

pada TA 2024. Penurunan Belanja Pemeliharaan per 30
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Juni 2025 dikarenakan menurunnya jumlah aset yang

membutuhkan pemeliharaan.
B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (neto) per 30
Juni 2025 adalah sebesar Rp16.753.517.096,00 atau
12,37 persen dari anggaran sebesar

Rp135.472.300.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNT 2025 30 JUNT 2024 (Re) (%)
Belanja Perjalanan Biasa 5.163.688.992,00 1153442503400 (6.370.736.042,00) (55,23
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 346.645.800,00 §0.133.000,00 26651280000 332,59
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.519.262.250,00 19.97.078.446,00  (11.777.816.196,00) (61,03
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 0,00 0,00 000 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.919.787.360,00 202756236900 (16.355.836.338,00)  (80,67)
Jumlah Belanja Barang Bruto 16949.384.402,00  51187.260.178,00 (34.237.875.776,00) (66,89
Pengembalian Belanja Barang (195.867.306,00) (1413626513000 1217.759.207,00 (86,14

Jumlah Belanja Barang Netto 16.753.517.096,00 49.773.633.665,00  (33.020.116.569,00)
Tabel 26. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 30 Juni 2025 dan 2024.

Terdapat penurunan sebesar Rp33.020.116.569,00 atau
66,34 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama
pada TA 2024. Penurunan Belanja Perjalanan Dalam
Negeri per 30 Juni 2025 dikarenakan penurunan belanja
perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting
luar kota sebagai bagian dalam rangka penghematan
APBN sesuai dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025.
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B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (neto) per 30
Juni 2025 adalah sebesar Rp433.856.073,00 atau 99,99
persen dari anggaran sebesar Rp433.857.000,00.

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa 433.856.073,00 0,00 433.856.073,00 0,00
Junlah Belanj2 Barang Bruto 433.856.073,00 000 43385607300 000
Pengembalian helanja Barang 000 0.00 000 000
Jumlah Belanja Barang Netto 433.856.073,00 0,00  433.856.073,00

Tabel 27. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri per 30 Juni 2025 dan 2024.

Terdapat peningkatan sebesar Rp433.856.073,00 atau
0,00 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama
pada TA 2024. Peningkatan realisasi belanja perjalanan
dinas luar negeri pada periode pelaporan TA 2025
dikarenakan terdapat undangan narasumber dalam
rangka pembinaan ideologi Pancasila perihal nilai-nilai
Pancasila di luar negeri serta pendampingan pimpinan.

Belanja Modal B.5 Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp513.726.500,00 atau terjadi penurunan sebesar
100,00 persen dari periode TA yang lalu. Belanja modal
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset
Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi.
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Realisasi Anggaran Belanja Modal untuk periode yang

berakhir 30 Juni 2025

URAIAN Anggaran Realisasi Real Angg. (%)

Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.828.275.000,00 0,00 0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Lainnya 819.725.000,00 0,00 0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor 3.768.000.000,00 0,00 0,00
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 3.768.000.000,00 0,00 0,00

Tabel 28. Realisasi Anggaran Belanja Modal per 30 Juni 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode
yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNT 2025 30 JUNI 2024 (Rp) (%)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 430.607.300,00 430.607.300,00) (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 000
Belanja Modal Lainnya 0,00 83.119.200,00 (83.119.200,00) (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan /atau Aset Lainnya 0,00 0,00 000 000
Junizh Belznja Model Bruto 0,00 5172650000 (51372650000 (100,00)
Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 000 000
Jumlah Belanja Modal Netto 0,00 513.726.500,00 (513.726.500,00) (100,00)

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 2024.

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 mengalami
penurunan sebesar Rp513.726.500,00 atau 100,00
persen dibandingkan periode pelaporan yang sama pada
TA 2024. Hal ini disebabkan karena belum semua

rencana Belanja Modal terrealisasi pada tahun 2025.
B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah untuk

pembangunan gedung baru BPIP.
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B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni
2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00
dan Rp430.607.300,00. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin dalam rangka mendukung rencana strategis
antara lain penambahan sarana dan prasarana untuk

operasional serta peningkatan kinerja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan

2024
Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
Uraian
30 JUNI 2025 30 JUNT 2024 (Rp) (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 430.607.300,00 (430.607.300,00)  (100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 430.607.300,00 (430.607.300,00)  (100,00)

Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto 0,00 430.607.300,00 (430.607.300,00)  (100,00)

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 30 Juni 2025 dan
2024.

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 30 Juni
2025 mengalami penurunan sebesar Rp430.607.300,00
atau 100,00 persen dibandingkan realisasi per 30 Juni
2024, hal ini disebabkan karena belum semua rencana
Belanja Modal terealisasi pada tahun 2025, serta
penurunan alokasi anggaran Belanja Modal dan Mesin

pada tahun anggaran 2025.
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B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30
Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp0,00 dan RpO0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025
dan 2024

Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
30 JUNI 2025 30 JUNT 2024 (Rp) (%)

Uraian

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Modal Netto

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025
dan 2024.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan disebabkan belum adanya rencana

pembangunan gedung secara mandiri oleh BPIP.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 2024
adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 tidak
mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan
Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2024. Hal ini
disebabkan belum terdapat belanja modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan di semua lingkup BPIP. dalam rangka

mendukung rencana strategis.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 dan
2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp83.119.200,00. Belanja Modal Lainnya merupakan

TR
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pengadaan Jasa Konsultan di lingkungan BPIP dan
peningkatan fungsi dan manfaat atas Gedung dan
Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk
periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

o Realisasi Belanja Kenaikan/Penurunan
30 JUNT 2025 30 JUNT 2024 (Rp) (%)
Belanja Modal Lainnya 0,00 83.119.200,00 (83.119.200,00) ~ (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya 0,00 0,00 000 000
Jumlah Belanja Modal Lainnya 0,00 83.119.200,00 (83.119.200,00) (100,00)
Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal Netto 0,00 83.119.200,00 (83.119.200,00) (100,00)

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025
berupa jasa konsultasi. Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar
Rp83.119.200,00 atau 100,00 persen dibandingkan
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 hal ini
disebabkan karena kebutuhan akan Belanja Gedung dan

Bangunan dalam Renovasi belum diperlukan.
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran
Rp2.300.000.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang

dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)
yang belum dipertanggungjawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BPIP per 30
Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing
sebesar Rp2.300.000.000,00 dan RpO0,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran (UP) 300.000.000,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (TUP) 2.000.000.000,00 0,00
Jumlah 2.300.000.000,00 0,00
Tabel 33. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember
2024.
Kas Lainnya dan C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Setara Kas . .
Rp483.869.757,00 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan

31 Desember 2024 masing-masing  sebesar
Rp483.869.757,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara
Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.
Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap
dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian
Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai

berikut:
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Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 483.869.757,00 0,00
LS Bendahara 483.869.757,00 0,00
Lain-lain (retur transfer) 0,00 0,00
Jumlah 483.869.757,00 0,00
Tabel 34. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31

Desember 2024.

Kenaikan Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar
Rp483.869.757,00  disebabkan karena terdapat
transaksi yang belum dilakukan pendistribusian
kepada pihak ketiga.

Piutang Bukan Pajak C.3 Piutang Bukan Pajak

Rp398.429.008,00 Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp398.429.008,00 dan Rp445.647.063,00. Piutang
bukan pajak merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan
yang telah diberikan namun belum diselesaikan
pembayarannya. Rincian piutang bukan pajak sebagai
berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Piutang PNBP 0,00 0,00
Piutang Lainnya 398.429.008,00 445.647.063,00

Jumlah 398.429.008,00 445.647.063,00
;‘ggzl 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember

Piutang Lainnya per 30 Juni 2025 merupakan
pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan
pada kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP, Pengembalian
Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Kegiatan

Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, Denda Keterlambatan
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Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tahun 2021 dan
serta Piutang atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai

dengan spesifikasi teknis.

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang

Penyisihan Piutang

Tak  Tertagih - Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak

(Rp156.266.894,00) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar minus Rp156.266.894,00 dan minus
Rp123.977.985,00. Penyisihan piutang tak tertagih —
piutang lancar adalah merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian
Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori
piutang disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih -

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -

Piutang Bukan Pajak 156.266.894,00 123.977.985,00

Jumlah 156.266.894,00 123.977.985,00

Tabel 36. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember
2024.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025
berasal dari penyisihan atas piutang lainnya yaitu
Piutang merupakan pengembalian kelebihan
pembayaran atas pekerjaan pada kegiatan Sosialisasi
PIP di BPIP dengan kualitas piutang macet, Piutang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan
pada Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dengan
kualitas piutang lancar, Piutang Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Tahun 2021 dengan

kualitas piutang macet, serta Piutang atas hasil

TS
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pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
dengan kualitas piutang lancar.

Belanja Dibayar di C.5 Belanja Dibayar di Muka

ﬁ:g’:o Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00
dan  Rp20.385.078,00. Belanja Dibayar di Muka
merupakan hak yang masih harus diterima setelah
tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah
dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa
belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai

berikut:

Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Pembayaran Renewal Lisensi 0,00 20.385.078,00
Jumlah 0,00 20.385.078,00
Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024.

Terdapat penurunan nilai belanja dibayar di muka
tahun 2025 sebesar Rp20.385.078,00, dikarenakan
seluruh belanja dibayar di muka berupa lisensi telah
direalisasikan sepenuhnya dan masa pakainya telah

berakhir pada Januari 2025.

Persediaan C.6 Persediaan

Rp1.001.681.102,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung  kegiatan operasional pemerintah,
dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp1.001.681.102,00 dan
Rp2.010.388.192,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan
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31 Desember 2024

Persediaan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi 1.001.681.102,00 2.010.388.192,00
Jumlah 1.001.681.102,00 2.010.388.192,00

Tabel 38. Perbandingan Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember
2024.

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
mengalami penurunan sebesar Rpl.008.707.090,00.
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada
dalam kondisi baik. Rincian barang persediaan

disajikan pada lampiran Vl.c.

Tanah C.7 Tanah

RpO0,00 e .
Tanah yang dimiliki BPIP per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00
dan RpO0,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai

berikut.
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024 0,00
Mutasi tambah: 0,00
Pembelian 0,00
Hibah 0,00
Reklasifikasi 0,00
Mutasi kurang: 0,00
Revaluasi aset 0,00
Saldo 30 Juni 2025 0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 0,00

Nilai Buku 30 Juni 2025 0,00
Tabel 39. Mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Peralatan dan Mesin C.8 Peralatan dan Mesin

Rp80.052.085.524.00  Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp80.052.055.524,00 dan
Rp80.250.490.174,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024 80.250.490.174,00

Mutasi tambah: 130.140.850,00
Pembelian 130.140.850,00

Mutasi kurang: (328.575.500,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (13.040.000,00)
Penghapusan (315.535.500,00)
Saldo 30 Juni 2025 80.052.055.524,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 (58.740.399.725,00)

Nilai Buku 30 Juni 2025 21.311.655.799,00
Tabel 40. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025.

Mutasi tambah senilai Rp130.140.850,00 dan Mutasi
kurang senilai Rp328.575.500,00 berasal dari:
e Mutasi tambah senilai Rp130.140.850,00 berasal dari

Pembelian dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN KUANTITAS NILAI
| ALATBESAR 1 1.287.500,00
2 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 3 128.853.350,00
JUMLAH 4 130.140.850,00

Tabel 41. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

e Mutasi kurang senilai Rp13.040.000,00 berasal dari
Penghentian Aset dari Penggunaan dengan rincian

sebagai berikut:

NO URAIAN KUANTITAS NILAI
1 KOMPUTER 1 13.040.000,00
JUMLAH 1 13.040.000,00

Tabel 42. Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
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Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Jalan, Irigasi dan

e Mutasi kurang senilai Rp315.535.500,00 berasal dari

Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN KUANTITAS NILAI
1 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 5 11.000.000,00
2 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 2 3.480.000,00
3 ALAT LABORATORIUM 2 3.718.000,00
4 KOMPUTER 15 297.337.500,00
JUMLAH 24 315.535.500,00

Tabel 43. Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin

C.9 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 adalah Rp0,00 dan RpO0,00. Mutasi
transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024 0,00

Mutasi tambah: 0,00
Pembangunan Gedung 0,00
Koreksi pencatatan 0,00

Mutasi kurang: 0,00
Koreksi pencatatan 0,00
Saldo 30 Juni 2025 0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 0,00

Nilai Buku 30 Juni 2025 0,00
Tabel 44. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025.

Gedung yang ditempati BPIP tidak termasuk dalam
kepemilikan sendiri. Gedung tersebut merupakan milik
Kementerian Sekretariat Negara yang direnovasi secara

mandiri oleh BPIP.

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan . . . .

Rp0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00
dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

BortiAX
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Saldo 31 Desember 2024 0,00

Mutasi tambah: 0,00
Pengembangan Jaringan 0,00

Mutasi kurang: 0,00
Koreksi Pencatatan 0,00
Saldo 30 Juni 2025 0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 0,00

Nilai Buku 30 Juni 2025 0,00

Tabel 45. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025.

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp48.000.052,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025
dan 31 Desember 2024 adalah Rp48.000.052,00 dan
Rp1.105.801.200,00.

Saldo 31 Desember 2024 1.105.801.200,00

Mutasi tambah: 48.000.052,00
Pembelian 48.000.052,00

Mutasi kurang: (1.105.801.200,00)
Transfer Keluar (1.032.935.148,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (72.866.052,00)
Saldo 30 Juni 2025 2.259.602.452,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 0,00

Nilai Buku 30 Juni 2025 2.259.602.452,00

Tabel 46. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025.

Aset Tetap lainnya berasal dari Aset Tetap Renovasi atas
Gedung dan bangunan yang berasal dari penggunaan
sementara barang milik negara pada Kementerian
Sekretariat Negara oleh BPIP. Mutasi tambah berasal
dari Pembelian sebesar Rp48.000.052,00 dan Mutasi
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kurang senilai Rpl1.105.801.200,00 berasal dari
Transfer Keluar sebesar Rpl1.032.935.148,00 dan
Koreksi  Pencatatan  Nilai  Berkurang  sebesar
Rp72.866.052,00 sesuai dengan Nota Dina Kepala Biro
Pengawasan Internal Nomor 23/PW/01/2025/- tanggal
31 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil
Audit atas Pengadaam Barang dan Jasa Revitalisasi

Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun 2024.

Konstruksi Dalam C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Pengerjaan
Rp0,00 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan
gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal
yang proses pengerjaannya belum selesai sampai
dengan tanggal neraca. Adapun mutasi Konstruksi

Dalam Pengerjaan pada BPIP adalah sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2024 0,00

Mutasi tambah: 0,00
Perolehan 0,00

Mutasi kurang: 0,00
Penyelesaian Pembangunan 0,00
Koreksi pencatatan 0,00
Saldo 30 Juni 2025 0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 0,00

Nilai Buku 30 Juni 2025 0,00

Tabel 47. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025.

Akumulasi C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset
Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni

Rp58.740.399.725,00 . .
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing

Rp58.740.399.725,00 dan RpS53.115.750.092,00.

e
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Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra
akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap
selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

No|  Aset Tetap Nilai Perolehan Akm, Penyusutan Nilai Buku

—_

Peralatan dan Mesin 80.052.055.524,00 (58.740.399.725,00) 21.311.655.799,00

nO

Aset Tetap Lainnya 48.000.052,00 0,00 48.000.052,00

Akumulasi Penyusutan  80.100.055.576,00 (58.740.399.725,00) 21.359.655.851,00

Tabel 48. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan

pada lampiran VI.a.

Aset Tak Berwujud C.14 Aset Tak Berwujud

Rp4.570.810.725,00 o , ,
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni
2025 dan 31 Desember 2024 adalah
Rp4.570.810.725,00 dan Rp4.570.810.725,00 dengan
rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025

No. Uraian Nilai
1 |Software 1.951.126.700,00
Lisensi 1.411.716.525,00

3 |Aset Tak Berwujud Lainnya 1.207.967.500,00

Tabel 49. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak
mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat kenaikan

maupun penurunan atas aset tak berwujud hingga 30

Juni 2025.
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Saldo 31 Desember 2024 4.570.810.725,00

Mutasi tambah: 0,00
Pembelian 0,00

Mutasi kurang: 0,00
Transfer Keluar 0,00
Saldo 30 Juni 2025 4.570.810.725,00
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025 (2.288.848.830,00)

Nilai Buku 30 Juni 2025 2.281.961.895,00

Tabel 50. Mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025.

Dana Yang Dibatasi  C,15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Penggunaannya

Rp0,00 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025
dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan
Rp597.565.704,00. Dana Yang Dibatasi

Penggunaannya merupakan Dana di Rekening
Penampungan Kementerian/Lembaga yang digunakan
dalam transaksi pelaksanaan anggaran dengan
mekanisme Rekening Penampungan Akhir yang
menggantikan Bank Garansi Tahun Anggaran (RPATA).

Aset Lain-Lain C.16 Aset Lain-Lain

Rp956.750.180,00 Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
adalah Rp956.750.180,00 dan Rp956.750.180,00. Aset
Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp956.750.180,00.

Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025

No. Uraian Nilai
1 |Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 956.750.180,00
Nilai Perolehan per 30 Juni 2025 956.750.180,00
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025 (898.731.745,00)

Nilai Buku s.d. 30 Juni 2025 58.018.435,00

Tabel 51. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025.
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Akumulasi
Penyusutan dan

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Amortisasi Aset Lainnya
Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Rp3.187.580.575,00

Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp3.187.580.575,00
dan Rp3.008.385.464,00. Rincian akumulasi
penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai
berikut:

Rincian Akumulasi Akumulasi Amortisasi dan
Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Amortisasi Nilai Buku
A |Aset Tak Berwujud
1 |Software Komputer 1.951.126.700,00 (1.951.126.700,00) 0,00

Lisensi

1.411.716.525,00

(337.722.130,00)

1.073.994.395,00

3 |Aset Tak Berwujud Lainnya 1.207.967.500,00 0,00 1.207.967.500,00
Jumlah 4.570.810.725,00 (2.288.848.830,00) 2.281.961.895,00
B |Aset Lain-lain

Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam Operasi Pemerintahan

956.750.180,00

(898.731.745,00)

58.018.435,00

Jumlah

956.750.180,00

(898.731.745,00)

58.018.435,00

5.527.560.905,00

(3.187.580.575,00)

2.339.980.330,00

Tabel 52. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni
2025.

Uang Muka dari
KPPN
Rp2.300.000.000,00

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31
2024
Rp2.300.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN

Desember masing-masing sebesar
merupakan Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan dalam rangka operasional kegiatan.

Perbandingan Uang Muka dari KPPN
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Uang Persediaan (UP) 300.000.000,00 0,00
Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2.000.000.000,00 0,00
Jumlah 2.300.000.000,00 0,00

Tabel 53. Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember

2024.
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Utang kepada Pihak  C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

f:;f;m. 110.111,00 Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing sebesar
Rp14.904.110.111,00 dan Rp597.565.704,00. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih
harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus
segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam

waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan 30 JUNI 2025 31 DESEMBER 2024
Utang kepada pihak ketiga 14.904.110.111,00 597.565.704,00
Jumlah 14.904.110.111,00 597.565.704,00
Tabel 54. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember
2024 dan 2023.

Kenaikan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar
Rp14.306.544.407,00 dikarenakan terdapat transaksi
pelaksanaan anggaran yang berproses dalam
penerbitan SP2D.

Utang Yang Belum C.20 Utang Yang Belum Ditagihkan

Ditagihkan . . .

Rp8.084.716.488,00 Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing sebesar
Rp8.084.716.488,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum

Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan

tagihan karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Ekuitas C.21 Ekuitas

Rp2.438.522.555,00
Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp2.438.522.555,00
dan Rp33.112.159.071,00. Ekuitas adalah merupakan
kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL

Pendapatan PNBP D.1 Pendapatan

Rp0,00 . .
? Jumlah Pendapatan pada BPIP periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian

sebagai berikut:

URAIAN 30 JUNI 2025 30 JUNI 2024
Pendapatan Anggaran Lain-lain 0,00 0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

Tabel 55. Perbandingan Pendapatan PNBP per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp45.645.745.569,00  Bepan Pegawai untuk per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp45.645.745.569,00 dan
Rp46.059.064.829,00. Beban Pegawai mengalami
penurunan sebesar Rp413.319.260,00 atau 0,89 persen

dengan rincian sebagai berikut:
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Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode
yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji Pokok PNS 9.610.536.860,00 9.325.309.000,00 3,06
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS (148,00) (8.811,00) (98,32)
Beban Pembulatan gaji PNS 128.757,00 146.937,00 (12,37)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 606.568.138,00 594.506.770,00 2,03
Beban Tunj. Anak PNS 154.307.690,00 150.618.578,00 2,45
Beban Tunj. Struktural PNS 1.113.630.000,00 1.105.820.000,00 0,71
Pengembalian beban Tunj. Struktural PNS (5.420.000,00) (555.050,00) 876,49
Beban Tunj. Fungsional PNS 619.837.000,00 439.475.000,00 41,04
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS (2.480.000,00) 0,00 0,00
Beban Tunj. PPh PNS 186.405.449,00 185.221.187,00 0,64
Beban Tunj. Beras PNS 467.326.260,00 452.045.640,00 3,38
Beban Uang Makan PNS 805.267.000,00 475.917.000,00 69,20
Beban Tunjangan Umum PNS 197.530.000,00 247.900.000,00 (20,32)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS (185.000,00) (6.350.400,00) (97,09)
Beban Gaji Pokok PPPK 833.718.500,00 560.630.000,00 48,71
Beban Pembulatan Gaji PPPK 7.872,00 4.580,00 71,88
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK 42.469.460,00 20.823.400,00 103,95
Beban Tunjangan Anak PPPK 11.761.564,00 6.086.840,00 93,23
Beban Tunjangan Fungsional PPPK 128.517.000,00 93.842.000,00 36,95
Beban Tunjangan Beras PPPK 41.858.760,00 24.260.700,00 72,54
Beban Uang Makan PPPK 88.800.000,00 30.377.000,00 192,33
Beban Tunjangan Umum PPPK 3.870.000,00 0,00 0,00
Beban Uang Lembur 5.064.000,00 56.744.000,00 (91,08)
Beban Uang Lembur PPPK 381.000,00 0,00 0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 29.627.797.256,00 31.643.994.770,00 (6,37)
Eﬁiiﬁ;f:g:éﬂ;fﬁznpppK’ 1.108.048.151,00 652.255.688,00 69,38
;;r;g;r:}a;f;r;t]z;?an Pegawai (Tunjangan 0,00 0,00 0,00
Jumlah 45.645.745.569,00 46.059.064.829,00

Tabel 56. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024.

Penurunan Beban Pegawai sebesar Rp413.319.260,00

atau sebesar 0,90 persen dibandingkan pada periode

yang sama pada tahun 2024, dikarenakan terdapat

mutasi pegawai.
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Beban Persediaan D.3 Beban Persediaan

Rp1.322.129.090,00 Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah

masing-masing sebesar Rpl1.322.129.090,00 dan
Rp1.530.517.637,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024
URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNI 2025 30 JUNI2024 | NAIK/TURUN (%)

Beban Persediaan Konsumsi 1.322.129.090,00 1.530.517.637,00 (13,62)

Jumlah Beban Persediaan 1.322.129.090,00 1.530.517.637,00
Tabel 57. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar
Rp208.388.547,00 atau senilai 13,62 persen dibanding
periode pelaporan yang sama pada tahun 2024
dikarenakan menurunnya kebutuhan dan pemakaian

barang persediaan.

D.4 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan .
Jasa Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024
Rp33.169.033.406,00 adalah masing-masing sebesar Rp33.169.033.406,00
dan Rp46.373.508.811,00 dengan rincian sebagai

berikut:
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Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk
periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNT 2025 30 JUNT 2024 NAIK/TURUN (%)

Beban Barang Keperluan Kantor 4.195.367.131,00 7.882.760.465,00 (46,78)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 0,00 (50.784.800,00) 0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7.372.550,00 259.000,00 2.746,54
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 195.332.000,00 151.120.000,00 29,26
Beban Barang Operasional Lainnya 1.456.239.508,00 1.145.008.373,00 27,18
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya (1.056.466,00) 0,00 0,00
Egt;;rll) -Blagrang Operasional - Penanganan Pandemi 000 000 000
Beban Bahan 2.813.418.699,00 3.299.223.589,00 (14,72
Pengembalian Beban Bahan 0,00 0,00 0,00
Beban Honor Output Kegiatan 158.100.000,00 121.200.000,00 30,45
Beban Barang Non Operasional Lainnya 286.240.000,00 231.778.000,00 23,50
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel 0,00 1.630.000,00 (100,00)
Beban Langganan Telepon 1.122.418,00 1.060.387,00 0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0,00 0,00 0,00
Beban Jasa Konsultan 0,00 97.000.000,00 (100,00)
Beban Jasa Profesi 1.522.450.000,00 3.143.830.000,00 (51,57)
Pengembalian Beban Jasa Profesi 0,00 (8.085.000,00) (100,00)
Beban Sewa 5.508.587.400,00 5.605.195.000,00 (2,76)
Beban Jasa Lainnya 17.025.860.166,00 24.692.313.797,00 (31,09)
Pengembalian Beban Jasa Lainnya 0,00 0,00 0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0,00 0,00 0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00

33.169.033.406,00

46.373.508.811,00

Tabel 58. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar

Rp13.204.475.405,00 atau senilai 28,47 persen

dibanding periode pelaporan yang sama pada tahun 2024
dikarenakan menurunnya secara signifikan Beban Jasa

Konsultan serta Beban Peralatan dan Mesin

Ekstrakomptabel.
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Beban Pemeliharaan
Rp1.839.292.797,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
masing-masing Rp1.839.292.797,00
Rp2.065.443.908,00. Beban Pemeliharaan per 30 Juni
2025 mengalami penurunan sebesar Rp226.151.111,00

sebesar dan

atau 10,95 persen dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk
periode yang berakhir 30 Jun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN

30 JUNI 2025

30 JUNI 2024

NATK/TURUN (%

Beban Pemetharaan Gedung dan Bangunan

0,00

28.075.140,00

(10000

Beban Pemetharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

9.900.000,00

2157.270,00

35891

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1814.528.797,00

L975.701.858,00

816

Beban Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0,00

00

00

Beban Pemelharaan Lainnya

Jumlah

14.864.000,00
1.839.292.797,00

59.509.640,00
2.065.443.908,00

750

Tabel 59. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp226.151.111,00 atau 10,95
persen dikarenakan berkurangnya kebutuhan untuk

pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Rp21.383.193.043,00 Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024

adalah masing-masing sebesar Rp21.383.193.043,00
dan Rp60.641.971.863,00. Beban Perjalanan Dinas per
30 Juni 2025
Rp39.258.778.820,00 atau 64,74 persen dibanding

mengalami penurunan sebesar

periode pelaporan yang sama pada tahun 2024.
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Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinasuntuk
periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNT 2025 30 JUNT 2024 NAIK/TURUN (%|

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.383.193.043,00  60.641.971.863,00 (64,74)
Beben Perjelanan Biasa SHLT0THB00  138IT.ITAL3T.00 (60,61)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa (125.305.504,00) (980.052.986,00) (78.40]
Beban Perjalanan Dinas Delam Kota 681.270.900,00 2.492.423.000,00 (72,61)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.281.982.468,00 21.936.133.451,00 (33,13
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (25.630.000,00] (230.740.815,00] (88,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.730.243,560,00 23.809.867.788,00 (60,10]
Pengembalian Beben Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (#4.911.802,00) (602.832.712,00) (92,59)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 0,00 0,00 0,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 433.856.073,00 0,00 0,00
Jumiah 21.383.193.043,00  60.641.971.863,00 (64,74)

Tabel 60. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024.

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024
mengalami penurunan sebesar Rp39.258.778.820,00
dikarenakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp6.131.258.370,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan
2024 adalah sebesar
Rp6.131.258.370,00 dan Rp6.505.910.664,00 dengan

masing-masing

rincian sebagai berikut:
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Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp32.288.909,00

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasiuntuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan

2024
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 30 JUNT 2025 30JUNI2024  NAIK/TURUN
Beban Penyustutan Peralatan dan Mesin 5.952.003.259,00  6.244.532.253,00 (4,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penyusutan 5.952.063.259,00  6.244.532.253,00
Beban Amortisasi Software T4,043.750,00 154.946.750,00 (52,21)
Beban Amortisasi Lisensi 70.585.826,00 70.585.826,00 0,00
Jumlah Amortisasi 144.629.576,00  225.532.576,00
Beban‘Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional 365500 354583500 65
Pemerintah
Beban‘Amomsam Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 0 0 o
Pemerintah

Jumlah 34.565.535,00 35.845.835,00

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi 6.131.258.370,00  6.505.910.664,00
Tabel 61. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025

dan 2024.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan
2024 mengalami penurunan sebesar Rp374.652.294,00
atau senilai 5,75 persen dibanding periode pelaporan
yang sama pada tahun 2024 dikarenakan berkurangnya
belanja peralatan dan mesin, serta dilakukan

penghapusan atas Aset Lain-Lain.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025
dan 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp32.288.909,00 dan Rp10.437.030,00 dengan rincian
sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan
2024

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNI 2025 30 JUNI 2024 NAIK/TURUN (%)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya 32.288.909,00 10.437.030,00 209,37
Jumlah 32.288.909,00 10.437.030,00 209,37

Tabel 62. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni
2025 dan 2024.
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Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025
dan 2024 mengalami kenaikan senilai Rp21.851.879,00
dikarenakan penambahan piutang BPIP yang perlu
dilakukan penyisihan. Beban Penyisihan Piutang per 30
Juni 2025 terdiri atas penyisihan piutang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan pada Kegiatan
Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dengan kualitas
piutang lancar, penyisihan piutang pengembalian
kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada kegiatan
Sosialisasi PIP di BPIP dengan kualitas piutang macet
serta Piutang atas Pekerjaan yang tidak sesuai dengan

spesifikasi teknis dengan kualitas piutang lancar.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Operasional L . . . .
Rp340.080.825,00 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional untuk
periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN 30 JUNI 2025 30JUNI2024 | NATK/TURUN (%)

Surplus/(Defisit dar Pelepasan Aset Non Lancar 49.993.226,00 96.843.375,00 (48,38)
Pendapatan Aset Non Lancar SL135.100,00 141,909.000,00 163,93
Beban Pelepesan Aset Non Lancar (116187400 143.065.625,00 974
Surplus/(Defisit] dari Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 000 000 000
Pendapatan Penyeleseian Rewajhen Jangka Panjang 00 000 000
Beban Penyelesaian Kewaiiban Jangka Panjang 000 000 000
Surplus/(Defisit dar Kegiatan Non Operasional Lainaya 290.087.599,00 43.482.506,00 567,14
Pendapatan dari Kegiaten Non Operasional ainnya 290.087.599,00 43.482.506,00 574
Penerimaen KembaliBelana Pegawai TAYL 9,043.366,00 3333.0780 714

Penerimaan KembaliBelanj Barang TAYL 20817318100 TIROM00| 278605

Pendapatan Rembli Belania Model TAYL 72.866.052,00 3.860.624,0 12174

Beben dari Kegiaten Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 00

Surplus (Defisit dar Kegiatan Non Operasional 34008082500 140.325.881,00

Tabel 63. Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional.
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Kenaikan pada Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional sebesar Rp199.754.944,00 atau 142,35
persen pada tanggal pelaporan dibandingkan pada
tanggal pelaporan yang sama pada tahun 2024
dikarenakan bertambahnya Penerimaan Kembali Belanja
Barang TAYL.

D.10 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa o ) ) ) )
Rp0,00 Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 30 Juni

2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan RpO0,00.
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS

Elcui E.1 Ekuitas Awal
uitas Awal
Rp33.112.159.071,00 Nilai ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp33.112.159.071,00 dan
Rp39.371.190.479,00.

Defisit LO E.2 Surplus (Defisit) LO
(Rp109.182.860.359,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar

Rp109.182.860.359,00 dan Rp163.046.528.861,00.

Koreksi Yang E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Menambah atau

Mengurangi Ekuitas
Rp72.866.052,00 untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan

2024 sebesar Rp72.866.052,00 dan RpO0,00. Koreksi

Koreksi Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas

Yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas pada tahun
2025 berasal dari Pencatatan Nilai Berkurang atas Aset
Tetap Lainnya berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro
Pengawasan Internal Nomor Internal Nomor
23/PW/01/2025/- tanggal 31 Januari 2025 perihal
Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Pengadaam
Barang dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP

Tahun 2024.

. E.4 Transaksi Antar Entitas
Transaksi Antar

Entitas

Rp78.582.089.895,00 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang

berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing
sebesar Rp78.582.089.895,00 dan
Rp124.153.579.847,00. Transaksi Antar Entitas adalah
transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang
berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun

KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri
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Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai
Diterima dari Entitas Lain (388.460.754,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain 80.003.485.797,00
Transfer Masuk 0,00
Transfer Keluar (1.032.935.148,00)

Jumlah 78.582.089.895,00

Tabel 64. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan
ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar minus
Rp388.460.754,00 sedangkan DKEL sebesar
Rp80.003.485.797,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan
perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas
lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar
Rp0,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 30
Juni 2024 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir E.5 Ekuitas Akhir
Rp2.438.522.555,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
masing-masing sebesar Rp2.438.522.555,00 dan
Rp478.241.465,00.
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
F.1l.a. Penggunaan Sementara Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-
71/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang
Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara
pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya
dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Sementara
Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan di
Jalan Veteran III milik Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Nomor: PERJ-03/KSN/S/PB.03.01/03/2022
tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia, selanjutnya
disebut pihak pertama dan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila selanjutnya disebut pihak kedua, yang
selanjutnya di dalam perjanjian tersebut Para Pihak
sepakat menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal

yang diperjanjikan yaitu:

(a). Pihak pertama sepakat memberikan hak penggunaan
sementara atas tanah seluas 2.100 m? (dua ribu
seratus meter persegi) dan Sebagian bangunan tiga
lantai seluas 1.594 m? (seribu lima ratus sembilan
puluh empat meter persegi) kepada Pihak Kedua
yang terletak di Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat
yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pakai Nomor
99, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat;

(b). Di atas tanah dimaksud berdiri bangunan gedung
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kantor tiga lantai milik Kementerian Sekretariat
Negara. ;

(c). Pihak Kedua selaku yang menggunakan sementara
tanah dan bangunan yang berada di dalam kawasan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Kelurahan Gambir,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat guna
menjalankan tugas dan fungsi Pihak Kedua.

(d). Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang
Milik Negara.

e. Surat Kepala KPKNL Jakarta I an. Menteri
Keuangan Nomor S45/MK.6/KNL.0702/2022
tanggal 11 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan
Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian
Sekretariat Negara kepada Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila.

Penyerahan Barang Milik Negara tersebut tertuang dalam
Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa
Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran III Milik
Kementerian  Sekretariat Negara  Nomor  BAST-
09/S/Um/PB.03.01/03/2022 tanggal 18 Maret 2022
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
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F.1.b. Piutang Lainnya atas Denda Keterlambatan
Pekerjaan Pengadaan TA 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan Pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tahun 2020 Nomor 82B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei
2021 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan pada BPIP Tahun 2020 terdapat denda
keterlambatan  pekerjaan pengadaan infrastruktur,
optimalisasi perangkat dan operasional portal informasi
BPIP Tahun 2020 sebesar Rpl103.765.136,00. PPK
Dukungan Manajemen TA 2020 menerbitkan surat Nomor
B.13/BPIP/SU-2/Keu/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021
kepada Direktur CV Akbar Putra perihal Denda
Keterlambatan. Direktur CV Akbar Putra membalas surat
tanggal 23 Januari 2022 menyatakan iktikad dan
kesanggupan untuk menyelesaikan denda keterlambatan
dengan dilampiri dokumen surat pernyataan kesanggupan
yang terlampir pada lampiran VI.d dan surat kuasa tanggal
23 Januari 2022. Berdasarkan surat pernyataan
kesanggupan, CV Akbar Putra dapat melunasi kewajiban
denda sebesar Rpl03.765.136,00 atas pekerjaan
Pengadaan Infrastruktur, optimalisasi perangkat dan
operasional portal informasi BPIP Tahun 2020 yang
diangsur setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 dan
dimulai bulan Februari 2022. Sampai dengan tanggal
pelaporan per 30 Desember 2022 baru melakukan
pembayaran sebesar Rpl13.765.136,00. Pada tanggal 8
November 2022, diterbitkan Surat perihal Penagihan
Kedua CV AP namun belum ada pembayaran. Pada tanggal
14 Februari 2023, diterbitkan nota dinas PPK kepada Biro
Pengawasan Internal Nomor 658/PM/02/2023 perihal
Laporan Penyampaian Surat Penagihan Ketiga CV AP
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sesuai dengan surat penagihan PPK kepada CV AP
1/11/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Pembayaran Sisa
Denda Keterlambatan namun hingga 30 Juni 2023 belum
ada pembayaran. Dikarenakan belum ada pelunasan
hingga surat penagihan ketiga, maka Penyisihan Piutang

senilai Rp90.000.000 didasarkan atas kualitas macet.

F.l.c. Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan
Pembayaran pada Kegiatan Sosialisasi Pembinaan
Ideologi Pancasila di BPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun
2023 Nomor 42.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024
dan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ND-
002/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024 tanggal 2 September
2024, terdapat temuan hasil pemeriksaan terhadap
pekerjaan PT PSB dalam kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP
sebesar Rp21.400.000,00.

Selain itu, berdasarkan Nota Dinas Pejabat Pembuat
Komitmen Nomor ND-005/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024
tanggal 2 September 2024, terdapat temuan hasil
pemeriksaan terhadap pekerjaan PT SMG kegiatan
Sosialisasi PIP di BPIP sebesar Rp20.100.000,00.

Serta, Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ND-
006/BPIP/LHP-PPK/D1.2/09/2024 tanggal 2 September
2024, terdapat temuan hasil pemeriksaan terhadap
pekerjaan CV STM kegiatan Sosialisasi PIP di BPIP sebesar
Rp23.550.000,00.

Kualitas penyisihan piutang PT PSB, PT SMG, dan CV STM
per 31 Desember 2024 adalah macet dengan nilai

penyisihan sebesar 100% dari nilai piutang.
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F.1.d. Piutang Lainnya atas Pengembalian Pekerjaan
Hari Lahir Pancasila Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun
2023 Nomor 42.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024
dan nota dinas Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
84/KU/09/2024 tanggal 2 September 2024, terdapat
Temuan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Sewa
Perlengkapan dan  Peralatan Pendukung Upacara
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 sebesar
Rp277.797.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh
ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Menindaklanjuti nota dinas tersebut, PT AG memberikan
balasan surat dengan nomor surat 21/AVG-SK/X/2024
tanggal 28 Oktober 2024, PT AG bersedia untuk
mengembalikan ke kas negara dengan cara mengangsur
sebesar Rp18.519.800,00 (delapan belas juta lima ratus
sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan.
Kualitas penyisihan piutang PT AG per 31 Desember 2024
adalah lancar dengan nilai penyisihan sebesar 0,50% dari

nilai piutang.

F.l.e. Tindaklanjut Laporan Hasil Audit Internal oleh
Biro Pengawasan Internal BPIP atas Pengadaan barang
dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun
2024

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Internal
Nomor 23/PW/01/2025/- tanggal 31 Januari 2025 perihal
Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang
dan Jasa Revitalisasi Ruang Kerja/Kantor BPIP Tahun
2024, terdapat kekurangan volume atas Pekerjaan

Revitaslisasi Ruang  Kerja/Kantor @ BPIP  sebesar
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Rp72.866.052,49. Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada

periode pelaporan semester I tahun 2025.

F.1.f. Piutang Lainnya atas Kelebihan Pembayaran
Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember Tahun 2024
Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting antara BPIP, Badan
Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, terdapat
kelebihan pembayaran atas tunjangan kinerja pegawai
pada bulan Desember Tahun 2024 senilai
Rp31.319.863,00. Seluruh kelebihan pembayaran tersebut
telah berhasil dilunasi oleh pegawai bersangkutan sehingga
per 30 Juni 2025 piutang lainnya atas kelebihan
pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulan Desember

Tahun 2024 sudah lunas.

F.1.g. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional Tahun
2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025, pada Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas
Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pagu Anggaran PN
IV adalah Rp110.025.446.000,00 dan total realisasi per 30
Juni 2025 sebesar Rpl8.674.116.511,00. Beberapa
Program/Kegiatan dalam PN IV ini antara lain sebagai

berikut:
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K/L:Badan Pembinaandeolgi Pancastl

Program Pembinaan deologiPancasila
6926, Penyelnggaraan Program Strategs Hubungan Antar
Lembaga,Sosialisas Komunikasi, dan Pembudayaan deolog

Pancasla

QVB. Komunikas Publk

(QOD. Fasitasidan Pembinaan Kelompok Masyarakat
e Relawan G Ktk Pancas felompok

FlPent e G s e 0 BT DM LA 59
yngtering Maspraet

Advokas serta Pengawasen Regulas
PBD, 00t KebiakanBidang Hukum dan HAM
Jumlzh RekomendesiHasl Anls dan

Rekomendas|Has\IAnahslsdanPenyelarasanrklancanga‘n PenyelarasanRancangaqP‘rodukH‘ukumYang Rekorqendasl DO MBI DB
Produk Hukum YangBertentangan Dengan N Pancasla Bertentangan Dengan Nla ancaslayang febiakan
diindalanut

30,002 Kebiakan Bidang Hukum dan HAM
Jumlzh RekomendsiHasl Pengatasan )
Relomendsi

et v e
PTG R bt M 2 PO BME LT 35N 1Y

Bertentangan Dengan Niai Pancasi febiak
HEn et M s Dengan NiaiPancst yang ditindalanut .
6928 Penyelenggaraan Penekajan Ara Kebijakan Pembinaan
IdeologiPancasia
PBC Kebiakan BidangSosal
o ) ~ Jumlh Rekomendasi i Kaian ebiakan )
Rekomendas Kaan KebilkanSrategi eta lanPemb Refomend
s e il M 2 10 DS AERISOD SIS Y
IdeologiPancasi e febiaken
diselsalan
PBH, Norma, Standard, Prosedur dan Kiteia
mlhRekomendas StandarissiMeter
Rekomendas Standardias et Pembinaa dedlog Rekomendag
i S W1 R SRR
Pancasla o febiaken
dielsalan
6929, Penyelenggaraan Pendidkan dan Pelathan Pembinaan
Ideolog Pancasila
POE. AbrettasLembaga

Jumlzh embaga Okt Pemtinaan deolog

Abritsi embaga Dat Pembinaan Ideologi Pancasia . -
Pancastayangteraledtesi

W15 lembags 150 000 SBIS00 83850 1920%

PO, ke Profes dan SOM

Serfas Pengar Dt Pembinaan deologiPancala. — lumahPengear Dt PPyamgterertfles PN 180 Qg 58 0 000% 476097000 158974006 336
(). Pelatihan Bidang Sosal

umlhPesrta Dt Pembingan delog

Pesert Pendican dan Plahen Pembnean deoogiPancasle. "
Pancasta yang tersertfas

W18 Oeg B0 A0 UE%H 1060400 ST 315k

BDC.Fefitsidan Pembinaan Masyarakat
Jumlzh Pumapaskitreka Dut Pancasta yang
tering

Fasitat Pembinaan Pumagaskiraka Duta Pancasi N o Oang 60 6657 %8 50595000 11808500565 2621%

6930, Pengendalan dan EvalasiPembinean deolog Pncasia

PN, Kebijakan Bidang Sosa
Jumlh RekomendasiHas Penguk Rekomendsi

Rlonends P i b BT gy oo s s s
Indels Atuasesi Pancastayang diseleslkan feiden

PBC Kebiakan Bidang olitk
Jh Rekomendas Has Pengk Rekomendag

Reomendasi sl Pengukuran Pelembagaan Pancasa 2 eomendan o engu ur?n Wl eorqendaﬂ 10 000 42531900 2051000 518%
Pelembagaan Pancasayang dielesalkan febiakan

Tabel 65. Realisasi Pencapaian Prioritas Nasional per 30 Juni 2025.
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F.1.h. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi
APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci dalam
sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2)
pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5)
lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7)
kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10)
pendidikan dan (11) perlindungan sosial. Capaian Rincian
Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam

pelaksanaan APBN TA 2025 pada BPIP antara lain sebagai

berikut:
PROGRAVI/KEGIATAN RINCIAN QUTPUT UM % L
ANGGARAN REALISASI TARGET  REALISASI SATUAN
BADAN PEMBINAAN DEOLOGI PANCASILA 374.428.347.00000 20849471700
M PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 184852.920.00000 1475498918900
6926 72068.304.00000 4781636.265,00
AN Kebikan BidangSosial 4892816.00000 L89455700
"ot i Kerjasama Pembinaan deologiPancsi 3030.522.00000 483400 2% 2 0 Rekomendasitebiaken ~ 000%
"m e iHasi Sosilsasi kst deologi Pancasi 100707400000 BE5I0 5% 1 0 Rekomendasitebiakan ~ 000%
" Rekomendasi Hesil Pembudayan Ni-Niki Pancasfa 855.22000000 R00N 3% 2 0 Rekomendasifebiakan  000%
BDC Fasiitasi dan Pembinaan Masyarakat 25,000.000.000,00 557.631,000,00
" Fsiitas dan Pembinaan Masyaralat 15.000.000.00000 763100000 223% 15000 U0 Orang 000%
QDD Fsitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 0842.896.000,00 1466.681.388,00
" Fasiitas Pembinaan Relawan Geraken Kebajken Pancasla 208428900000 14668138800 704 207 19 KelompoMasyaraket ~ 000%
QB Komunikei Publc 13325900000 148786815000
"o Layanan Sosilisai Ideologi Pancasila 17.052.10400000 L8100 746% 4 1 [ayanan 000%
"w Layanan KomunkasiIdeologi Pancasia 428048800000 1516000000 50% 3 0 [ayanan 000%
(] 1226117500000 35168422900
ABD  Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 261236600000 T3652806,00
" 001 Reomends s AdoksiPentinan o ilaterhadap LKJLD 883.596.00000 SBALI00 656% 1 0 Rekomendasitebikan ~ 000%
"0 Relomendesi sl Advoles et had: aldan Polik Masyarakat ainnya 17877000000 155517600 090% 4 0 Rekomendasitebiakan ~ 000%
PBD- Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 965480800000 31803138300
'001 1 Hasil Analiis o I Produk Hukum lai Pancasi 649775900000 SLABTBM 125% 5 0 Rekomendasikebiakan ~ 000%
"m e iHasl hiakan dan Regulsi Dengan Niai Pancsi 315705000000 BOSSLET0 TAH 4 0 Rekomendasitebiakan ~ 000%
6928 15.965.209000,00 1318.174261,00
ABN - Kebiakan Bidang Sosial 353191700000 1331413700
01 jan Imp i Pemb i 3531917.00000 W90 708k 2 0 Rekomendasikebiakan  000%
PBC Kebijakan Bidang Pk 480831900000 6463919500
001 Rek i Kajan Kebijakan Strategi Pta Jalan Pembinaan IdeologiPancasT 480831900000 60195600 1346% 2 0 Rekomendasifebiaban  000%
PBH.Kehjakan Bidang PTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 762497300000 01.268.168,00
01 Reomendasi i Mater Pembinaan deolg I TEU3T300000 NI6B16B00 5% 2 0 Rekomendasifebiakan  000%
6929 B8.738.567.00000 699867015000
AFA Norma, tandard, Prosedur dan Kriteria 428462600000 6627600000
001 NSPK Standardisasi dan Kurkulum Dilat Pembinaan Ideclogi Pancasta 428462600000 626000 15% 7 3 NSPK 000%
80C Fasitas dan Pembinaan Msyarakat 45,056.595.00000 623541581100
001 FasTitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasla 45.056.5%.00000 64581100 1B33% 6732 400 Oreng 000%
PDE AkreditasiLembaga 259521500000 BLTI8S0000
001 Akreditai Lembaga Dikat Pembinan deolog Pancasia 159521500000 BLIBSON 10868 15 0 Lembaga 000%
PDI-Sertifiasi Profesidan SOM 473609700000 368500000
001 Sertfkes Pengajar Dikat Pembinaan deolog Pancasta 473609700000 BRBOON 156% 58 0 Oreng 000%
SCI - Pelathan Bidang Sosal 12.066.034.000,00 157483900
001 idkan dan Pelathan Pembi 12066.03400000 LSRN0 18k &N 1 Orang 000%
6930 1581366500000 130482428400
ABC Kebiakan Bidang Potk 872200000000 586.839.00400
001 Rekomendasi Hasi lian Pembinaan deolog Pancasz 475150000000 DBRILIBM % 1 0 Rekomendasitebikan ~ 000%
002 RekomendasiHasi Evaluasi Pembinaan IdeologiPancasla 3970.500.000,00 10210 3%% 1 0 Rekomendasitebiakan  000%
PBC Kebiakan Bidang Politk 3967.839.00000 2220000
001 Rekomendasi Hasi Pengukuran Pelembagasn Pancasia 396783900000 0nMWN 50% 2 0 Rekomendasikebiakan  000%
PB- Kebiakan Bidang Sosal 3138600000 SISTT3.080,00
001 RekomendasiHasi Pengukuran Indeks Aktualsasi Pancasla 3138600000 SSTB00M 165% 1 0 Rekomendasifebiakan ~ 000%

Tabel 66. Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN per 30 Juni 2025.
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([} 1895754270000 654135055280

095 1895754270000 - 6541350552800
EBA- Layanan Dukungan Manjemen Iteml 103020500000 G2476.863.476,00
031 Layanan Manajemen Aget SRR00000  BSEABM B L 0 Layanan 000
030 Layanan Tata Kehumasan dan engelolaan nformasiPublk 920757300000 061563600 10% L 0 Layanan 0%
95 Layanan BN 10800000 00 006 L0 Laynan 0%
%7 Layanan Hukum 1000000000 TG00 A% 10 Layanan 000
58 Layanan Hubungan Masyarakat dan Iforma 300000000 1530000000 3% 10 Layanan 000
959 Layanan Protller U000 2308650000 1690 T 0 Layanan O00%
90 Layanan Organisasidan Tat Kol ntemal MO0 L3600 3 L0 Layanan 0%

Tabel 67.Realisasi Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN per 30 Juni 2025.

Jakarta, 29 Juli 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

YUDIAN WAHYUDI
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VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA

INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
Tl Data - 1507025 8:26 AM
UAKPB 2122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BRIF) ;:}:n ::mwasmm
Kode: Lap - Fap_bimn_Susid_intra_kel &_pac
KUK KERSZARELDMPCR HARANG SALEG 30 Jun s
RUNLLAE PERLISUTIN
Kk Lk FUAKTITAS | MILAI PERCLEHAR HILA BUKL
SALDE AL PUTAST PERISUTAN TETAL
1 1 1 [l ] [ Tebid k-
mm |te 0 1 1 0 1 1
AN | TAKH OW PERSL i [0l 1 i 1 I
TR | P don i o0 e ] [ Ly s
i |ALAT BANTU i [ 2200 ) joan s} o441 984 14434
am ALAT ANGKLITAR DRRAT BERMOTOR ) 10, 11,08 mn| T RELHAEY [Fkzcd ] m| {148, A 20 a8 157 1T
gt [ALAT ANGKLTAK CARAT TAR BERUSTOR Fl 12,3601 08 {8, 2051 ) | {12, 3080 ) [
A [ALAT BENGKEL BERMESIN i 4,15 000 AT 250 )| W 31,9200 1,101,100
WE |ALAT BENGREL k% EERMEST] 10 #112.000] [T | {10 e 12T 0
am |ALAT LKUR i [ALH m| 18,468 70 Ll r|m| 18,18 50 1]
am ALAT PENGOLAHAN 1 (1] mn| {14 {1au ::5:|| R RFITR
aim ALAT KANTOR 4 4 T4 4 m| (i 08,70 A1) un,lmnnﬂ (4 510 408 108 1,581,368 00
SN [ALAT PMAH TAMGGA 1.1 471,908 4 | {8 TA AR B41) [FE| [t 0.4 501) LE1I S
S [ALATSTUEO 0| 540,260 408 (419,18 204 [CIETHE | (4041 24 414,174 11
AN [ALAT KOMUNKAS) 10| 1,402,341 290 (ra,atm 287} {140,188 0280 | (174,054 23t 28,138
T |PEARLATAN PEMANCA 2| 1,22 0o 1,07 00 )| (113,151 2000 402,114 800
W |ALAT RECORTERAR 1] 40,588 | 1412 500 | 0 0ot 13481 050
qnie | ALAT KESEHATAR UMM | | it e 1| it 0ot i
A U ALAT LABORATORLM [0 [T 1,101 215 24,4t 48k [ AT 1840 1544821
A [ALAT LABCRATORIG FISIA MUKLIRELERTRONIKS. [l 12,20 000 [T i | o8 LA
WA [ALAT LABCIRAT ORI STANDARISAS! RALEAAS & 1A TRUMERTASI i 1.1 0 1,15 0 J168 ot | 1,38 00 130,00
S |PERSEMIATARN HON SENIATA AP i [0l I 1| I 1|
AN |ALAT KHUSUS KERCLEIAN 1 [ 3,80, 105 )| (413,268 ot e
gt |ROMPUTER LT | 14,424,360 6] 11,140,122 1) 1004531 34| 120,150 51 2414, 200
S0 [PERALATEN REMAITER 485 1,16 424, 485 H 228,404 [FERETE| it T840 31 1,480,750 M3
SN0 JALAT ERSPLORAS TOPDGRAR [ 19,100 000 450 1510 000 {1148 000 4 00|
S |ALAT PELNDUNG i 8,200 1,760 ) | ek ) 1211000
Qi JALAT SAR 1 [EEET| {172,320 ot 1| {172,320 0ot 1|
MM [ALAT KERS PERERBANCAN 10 213,28 020 [T | ] 148,301 200
S0 | RAMEL LALLILINTAS DA 1 3,17 000 {2 1421 | {007 180 10,51 220
A CeRAEU-AMEL LLLI LIRS LDtk 1 4,240 o0 {1,340 000 | [EET [EET
00 |PERALATAN OLAH RALK y 41,36 000 {10060 B4 00 ) [ 1,100
Wik Telag Rinurvii 1 mﬂtl 0 0 0 8000042
B |GEDLUNG DN BRNGLRAN MTMI 1 A0 u:z| 1] i 1] A0 053
BN [ASET TETAP LKA ALK REACVAS! i Il I i I 0
WEITE |k Ty i s e o umarlhn [ | 412120 gt g AL
ST [ALAT ANGKLITAR DARAT BERMGTOR | | i i i ]
a0 [ALAT KANTOR 1| #.214000] [T [l [ [l
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Lampiran VI.a : Penyusutan Barang

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

TolData - 1580725 6:26 AM

Tanggdl - 1607125 %42 AW
UAKPB : 18 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) o 3
Halaman -
Kaode Lap - kap_bimn_susul_inia_kel kl_poe
KN RERRCAIRELOMPOK BAANG SALD00 30 JUNI 128
ARUNULAS PERMISUTAN
KOBE LIk FUAKTIAS | HILAI PEROLEHAK HILA HURLI
SALI0 AL MUTAS] PENRLISUTEN TermaL
1 ] 1 1 5 [ Tudit Hei-?
am JALAT A TanGGA i i e i 331, 00 [l (i 3 00 []
auim [ALKT ST i 41,12 000 (14318 200 4,170 2000 0,191,400 12,4180
M [ALAT ROAUNRAS] 1 1 41810 14T 520 1,14, 5000 2,418 0ot [
SHO JUNIT ALAT LABCRATORLM [l [l 1 1 1 []
o [ROWPUTER LAIT 1 54,117,180 (804431, 8100 (844011 [CIELET] FT
o |PERALATAN ROMPUTER 4 20,) 0 20,110,026 [l 0,0 ) []
JUMLAH 44H B1,055,806,758 (53,979,816,302) 15,650,215, 168) 155,630, 131.4704 2141767428
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Lampiran VI.b : Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO TGL DOK NOMOR DOKUMEN JUMLAH

1 30/01/15 00057T 480,00
2 14/02/25 00128T 136,00
3 19/02/25 00160T 3.500.370,00
4 23/02/25 7D5641JNG83PGCQQ 5.547.380,00

TOTAL 9.048.366,00

Sumber: data SAKTI Kemenkeu per 30 Juni 2025

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO TGLDOK  NOMOR DOKUMEN JUMLAH
1 07/05/2025 B683548VVO3JMEIL 10.503.000,00
2 26/05/2025 B29557QLV2DN54R4 8.053.600,00
3 26/05/2025 B96B148VVO45H4B1 1.024.000,00
4 26/05/2025 EB4AF61QVDSUB5JO 32.985.800,00
5 26/05/2025 4983448VVO45H56E 2.300.000,00
6 31/05/2025 00003/AR/403992/2025 4.929.897,00
7 31/05/2025 00004/AR/403992/2025 3.534.884,00
8 20/06/2025 1A4F51JNG8FO4HH2 1.644.000,00
9 23/06/2025 0C6BI1JNGS8FSMOQP 10.000,00
10 25/06/2025 04F8F2G503291R5D 143.188.000,00

TOTAL 208.173.181,00

Sumber: data SAKTI Kemenkeu per 30 Juni 2025
3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

NO TGLDOK  NOMOR DOKUMEN JUMLAH
1 31/05/2025 00002/AR/403992/2025  72.866.052,00
TOTAL 72.866.052,00

Sumber: data SAKTI Kemenkeu per 30 Juni 2025

4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

NO TGL DOK NOMOR DOKUMEN JUMLAH

1 14/04/25 A8FS00NAODN905I4 51.155.100,00
TOTAL 51.155.100,00

Sumber: data SAKTI Kemenkeu per 30 Juni 2025
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Lampiran VI.c : Daftar Rincian Persediaan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Laporan Barang Persediaan

PER 30 JUNI 2025

UAPB - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UAPPB-E1
UAPPB-W

- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
- SATKER KONSOLIDASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

NILAI PER
KODE URAIAN 35D e5E

117111 | Barang Konsumsi

1010301001 | Alat Tulis 50,109,856
000001 | Stabilo 1,645,072
000002 | Post It Kecil 0
000003 | Post It Sedang 966,810
000004 | Post It Besar 3,521,475
000006 | Rautan Pensil 844,800
000009 | Sign Here 13,550,582
000010 | Balliner Hitam 5,299,140
000013 | Balliner Biru 5,787,540
000014 | Pulpen Hitam 2,171,160
000015 | Pulpen Biru 2,881,560
000017 | Spidol Whiteboard Hitam 1,221,000
000018 | Spidol Whiteboard Biru 1,498,500
000019 | Spidol Whiteboard Merah 0
000020 | Spidol Whiteboard Hijau 0
000027 | Desk Set 1,455,300
000028 | Pensil 2B 759,240
000029 | Penghapus Pensil 993,450
000031 | Tipe X Pentel 3,170,160
000032 | Penggaris Besi 60 Cm 99,900
000033 | Penggaris Besi 100 Cm 604,395
000034 | Penggaris Mika 30 Cm 716,100
000035 | Lem Stick Kertas 752,130
000042 | Spidol Art Line Permanen Biru 0
000047 | Isi Stapler No 3 Besar 1,238,032
000049 | Spidol Permanen Putih 0
000054 | Stabillo Boss 0
000057 | Isi Starapler Kecil HD 10 933,510
000059 | Tipe X Cair o]

1010301003 | Penjepit Kertas 6,707,038
000001 | Pembolong Kertas No 40 XL 399,600
000002 | Binder clip 105 849,150
000003 | Binder clip 107 0
000004 | Binder clip 111 o]
000005 | Binder Clip 155 1,003,440
000006 | Binder Clip 200 0
000007 | Binder Clip 260 2,241,180
000008 | Trigonal Clip No.3 Kecil 1,332,000
000009 | Trigonal Clip No.1 Besar 881,668
000011 | Biner Clip 107 Pembulatan 0

1010301004 | Penghapus/Korektor 914,650
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LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025
NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

KODE URAIAN MILALRER:
30-06-2025
000001 | Penghapus White Board 914,650
1010301005 | Buku Tulis 71,857,500
000001 | Buku Besar Bergaris 34,650,000
000002 | Buku Ekspedisi Bergaris 37,207,500
000003 | Buku Agenda Kecil Hitam 0
1010301006 | Ordner Dan Map 43,608,150
000001 | Map Bening File F4 0
000003 | Bantex Ring Binder 6,958,000
000004 | Bantex Box Flle 7,403,700
000009 | Stop Map BPIP Model A (Map Putih) 16,872,000
000010 | Stop Map BPIP Model B (Merah Polos) 444 000
000012 | Stop Map Model D (Merah Abu-abu) 0
000013 | Bantex Pocket 0
000014 | Map Kancing 0
000015 | Pocketfile F4 3,200,000
000016 | Map Bening Interx Folder 3,962,700
000017 | Map Kertas A5 300,000
000018 | Map Folder Arsip Biru 0
000019 | Kertas A5 0
000020 | Map Coklat Polos F4 832,500
000021 | Map Coklat Logo F4 2,136,750
000022 | Map Coklat Polos A4 0
000023 | Map Coklat Logo A4 1,498,500
000024 | Map Coklat Kop Kepala 0
000025 | Map Kancing Folio 0
000027 | Amplop Kepala 26x31 0
000028 | Amplop Kepala 12x23,5 0
1010301007 | Penggaris 1,278,165
000001 | Penggaris Besi 30 Cm 1,278,165
1010301008 | Cutter (Alat Tulis Kantor) 944,690
000001 | Cutter Sedang A300 421,440
000002 | Cutter Besar L500 523,250
000003 | Isi Cutter Sedang A100 0
1010301010 | Alat Perekat 9,623,043
000001 | Isolasi Bening Besar 2,054,943
000002 | Isolasi Bening Kecil 231,000
000003 | Lakban Coklat 1,548,450
000004 | Lakban Hitam 2,736,150
000005 | Lakban Bening 976,800
000006 | Lakban Merah 2,075,700
1010301012 | Staples 4,957,260
000001 | Stepler Kecil HD 10 2,051,280
000002 | Stepler Besar HD 50 2,905,980
1010301014 | Barang Cetakan 30,870,000
000005 | Plakat BPIP 0
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LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

KODE URAIAN NILALEER
30-06-2025
000006 | Kalender Dinding 0
000007 | Kalender Meja 0
000008 | Plakat Resin 30,870,000
000009 | Plakat Kayu 0
000010 | Buku Pidato 1 Juni Soekamo 0
1010301999 | Alat Tulis Kantor Lainnya 7,175,690
000001 | Penyangga Buku Besi 1,221,000
000002 | Box Arsip 0
000004 | Label Tom and Jerry 0
000005 | Tempat Celotip 302,610
000006 | Gunting Sedang 1,087,800
000007 | Double Tape Besar 1,047,840
000008 | Double Tape Kecil 555,000
000009 | Sticker Kemerdekaan 75 0
000011 | Buku Saku Pengadaan Barang Jasa 0
000012 | Materai 1,000,000
000013 | Box Arsip 2 0
000014 | Box Arsip. 1,558,440
000015 | Kertas Origami 403,000
1010302001 | Kertas HVS 37,512,220
000003 | A4 80 gr 14,292,360
000004 | F4 80 gr 11,262,160
000006 | A4 Warna Merah 4,110,000
000007 | F4 70 gr 0
000008 | A4 70 gr 0
000009 | A5 566,100
000010 | Kop A4 Logo Emas 0
000011 | Kop Surat F4 Logo Emas 7,281,600
1010302004 | Amplop 17,678,100
000001 | Amplop Putih Kecil 3,440,600
000002 | Amplop Putih Panjang 4,537,500
000004 | Amplop Putih Polos 12x22 5,500,000
000005 | Amplop Garuda 12x23,5 0
000006 | Amplop Putih BPIP 12x23,5 0
000007 | Amplop Putih BPIP 12x22 (Congqueror) 0
000008 | Amplop Logo Bpip 4,200,000
000009 | Amplop Coklat Folio Garuda dan BPIP 0
000010 | Amplop Kepala Cancorde 0
000011 | Amplop Kepala HVS 0
1010302005 | Kop Surat 38,362,500
000012 | Kop Surat F4 80gr Poli Emas Lambang Garuda dan BPIP 0
000013 | Kop Surat A4 80 gr Poli Emas Lambang Garudan dan BPIP 38,362,500
000014 | Kop BPIP Baru A4 0
000015 | Kop BPIP Baru F4 0
1010303999 | Bahan Cetak Lainnya 52,707,700
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LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 . KP

NILAI PER
KODE URAIAN
30-06-2025

000001 | Buku Pidato Naskah Pidato 1 Juni 1945 0
000002 | Draft Buku Ajar BPIP TK/RA 0
000003 | Draft Buku Ajar BPIP Paud 0
000008 | Draft Buku Ajar SD 0
000011 | Draft Buku Ajar SMP 0
000014 | Draft Buku Ajar SMA 0
000016 | Buku Pancasila Untuk Dunia 0
000017 | Buku Naskah Pidato Bung Kamo 1 Juni 0
000018 | Buku Teks Utama Kis 1 s.d Kis 12 0
000019 | Buku Teks Utama Pancasila 0
000020 | Tote Bag Buku 0
000021 | BlockNote Hitam 10,023,300
000022 | BlockNote Merah 4,118,100
000023 | BlockNote Putih 10,800,300
000024 | Buku Akademik Usulan Jabatan Fungsional PIP 0
000025 | Buku Pidato 1 Juni Putih 16,065,000
000026 | Materi dasar PIP 10,902,000
000027 | Salam Merdeka Salam Pancasila 799,000
000028 | Buku Pidato To Build The World A New 0
000029 | Buku TAP MPRS 0
000030 | Buku Etika Pejabat Publik 0
1010304004 | Tinta/Toner Printer 572,263,690
000001 | Toner CF26A 73,196,000
000002 | Toner HP 410A Hitam 40,502,000
000003 | Toner HP 410A Biru 76,077,000
000004 | Toner HP 410A Merah 61,048,000
000005 | Toner HP 410A Kuning 54,607,000
000006 | Toner 204 Black 20,790,000
000007 | Toner 204 Biru 16,260,000
000008 | Toner 204 Merah 17,344,000
000009 | Toner 204 Kuning 17,344,000
000011 | Toner 85 A 0
000012 | Toner 62 Warna 19,996,000
000013 | Toner 201 X Hitam 0
000014 | Toner 201 X Biru 0
000015 | Toner 201 X Kuning 4,650,000
000016 | Toner 201 X Merah 6,200,000
000017 | Toner 62 Hitam 12,868,000
000019 | Toner 664 Hitam 0
000020 | Toner 664 Biru 0
000021 | Toner 664 Kuning 0
000022 | Toner 664 Merah 0
000023 | Toner 774 Hitam 0
000024 | Tinta ID Card 18,750,000
000025 | Tinta Hitam Fuji Xerox 70,139,790
?gr»‘_\KHI-AK) Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024 (Audited)
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LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025
NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

KODE URAIAN NILALFER.
30-06-2025
000026 | Toner 416 Hitam 6,160,000
000027 | Toner 416 Biru 3,990,000
000028 | Toner 416 Kuning 0
000029 | Toner 416 Merah 1,995,000
000030 | Tinta 289 Hitam 20,103,000
000031 | Tinta 290 Wama 20,703,000
000032 | Epson 001 Hitam 2,776,000
000033 | Epson 001 Biru 2,218,000
000034 | Epson 001 Merah 2,328,900
000035 | Epson 001 Kuning 2,218,000
1010304006 | USB/Flash Disk 11,233,200
000003 | Flashdisk 16 GB 11,233,200
000004 | Flashdisk 128 Gb 0
1010304010 | Mouse 354,000
000001 | Mouse 354,000
000002 | Mouse Wireless 0
1010304999 | Bahan Komputer Lainnya 1,270,500
000001 | Keyboard 1,270,500
1010306001 | Kabel Listrik 0
000003 | Kabel NYM 0
1010306002 | Lampu Listrik 22,618,330
000004 | Lampu Colok 2,849,000
000005 | Lampu Ulir 12 Watt 0
000006 | Lampu Ulir 20 Watt 0
000008 | Lampu TL Led 16 Watt 3,532,500
000009 | Lampu TL 36 Watt 2,814,000
000010 | Lampu Led Warna 6,683,000
000013 | Lampu Led Bulat 0
000014 | Lampu Led Spotlight 116,000
000015 | Lampu Downlight 0
000016 | Lampu Puter 19 Watt 2,750,000
000017 | Lampu Downlight 12 W 100,080
000018 | Lampu Ulir Puter 2,173,750
000019 | Lampu Mayin 0
000020 | Led Floodlight 0
000021 | Lampu Sorot IP 1,600,000
000022 | Lampu 3 Wama 0
000023 | Lampu Sorot Taman 0
1010306003 | Stop Kontak 671,500
000001 | Stop Kontak 671,500
1010306004 | Saklar 2,156,000
000001 | Saklar 2,156,000
1010306006 | Balast 3,774,000
000001 | Ballast 3,774,000
1010306007 | Starter 457,600

gfrAKHLApg) Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024 (Audited) h




Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusioan  # Nili Persatuan [ Nilai Permusyawaratan . Nilai Keadilon Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

KODE URAIAN NILALEER
30-06-2025
000001 | Stater 457,600
1010306008 | Vitting 0
000001 | Rumah Lampu 5 Inchi 0
1010306010 | Batu Baterai 2,933,720
000005 | Batu Batre AAA Panasonic 0
000006 | Batu Batre AAA Alkaline 945,720
000008 | Batu Baterai AA Alkaline 588,000
000009 | Batu Baterai D 1,400,000
1010306999 | Alat Listrik Lainnya 1,302,000
000002 | Kabel Roll 0
000003 | Socket Lampu 24,000
000004 | Cylinder Kunci 0
000005 | Kapasitor AC 0
000006 | Heater 0
000007 | Steker 108,000
000008 | Kabel NYM 3x2,5 0
000009 | MCB 0
000011 | Kabel Roll 50 0
000012 | Colokan T 0
000013 | Kabel NYM 2x1,5 0
000014 | Fitting Lampu 1,170,000
1010309999 | Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya 7,770,000
000001 | Keyboard Wireless 7,770,000
1010310999 | Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya 570,000
000002 | Tumbler (Botol) 0
000003 | Selang Flexible 0
000004 | Kran Angsa 0
000005 | Kran Taman 0
000006 | Silinder Kunci 0
000007 | Kait Jendela 0
000008 | Selot Pintu 0
000009 | Keset 0
000010 | Tee Drat Luar 0
000011 | Sock 0
000012 | Knee Drat Emas 0
000013 | Knee 0
000014 | Seal Tape 0
000015 | Sealant 0
000016 | Jet Shower 570,000
000017 | Kran Bak Mandi 0
000018 | Bracket Tv 0
000019 | Handle Fullset 0
000020 | Handle Kamar Mandi Fullset 0
000021 | Kunci Pintu Kaca 0
000022 | Pipa PVC 2 0

>
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23 nilai Ketuhanan yygj Kemanusiaan R Nilai Persatuan .Nilni Permusyawaratan ‘%, Nilai Keadilan Sosial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

KODE

URAIAN

NILAI PER
30-06-2025

000023

Aksesoris Pipa PVC

000024

Lem Pipa PVC

000025

Pipa AC

1010399999

Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

000001

Pengharum Ruangan

000002

Cairan Pencuci Piring

000003

Cairan Pel Lantai

000004

Kamper Bola

000005

Tissue Roll Toilet

000007

Tissue Muka Ruangan

000008

Sabun Cuci Tangan

000009

Spons Cuci Piring

000010

Cairan Pembersih Toilet

000011

Cairan Pembersih Kaca

000014

Cairan Pencuci Piring Pembulatan

000020

Sapu Lantai

000021

Sapu Lidi

000022

Pengki Plastik

000023

Pengki Seng

000024

Sikat Toilet Besar

000025

Sikat Wc Kecil

000026

Serok Air

000027

Alat Pembersih Kaca

000028

Lap Kanebo

000029

Lap Pel Lantai Miiso

000030

Bendera

o|jlo|]o|jo|Oo|0o|jOo|]Oo|Oo|]OC|jOo|O|OC|OC|O|O|OC|O|O|OC|O|O|O|O|O|O

Jumlah per Akun

1,001,681,102

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

1010501001

Pita Cukai, Materai, Leges

000001

Materai

Jumlah per Akun

[=]

117131

Bahan Baku

1010199999

Bahan Lainnya

000008

Kemoceng

000011

Masker Oksigen Merah BPIP

Jumlah per Akun

o|lo|O|O

=
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Permusyawaratan "%, Nilai Keadilan Sesial

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KODE UAKPB : 122.01.0199.403992.000 KP

NILAI PER
KODE URAIAN
30-06-2025
Total Jumilah 1,001,681,102
Keterangan
1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang
Disetujui tanggal : 30-06-2025 » 01-01-2025
Kuasa Pengguna Barang Petugas Pengelola Persediaan
> .
BerAKHLAK Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024 (Audited)
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KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON |
SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122
: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01

: BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992

[=] #3[m]
[=]

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 11:36 AM
Halaman :1

lap_Ira_face_satker_new_poc

2025 2024
URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN %
1 2 4 5 6 7 8 9 10

A. Pendapatan Negara Dan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Pajak Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pajak Perdagangan Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Il. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 388,460,754 388,460,754 0 0 152,530,882 152,530,882 0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pendapatan BLU 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 388,460,754 388,460,754 0 0 152,530,882 152,530,882 0
Ill. Pendapatan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.l + A.ll + A.llI) 0 388,460,754 388,460,754 0 0 152,530,882 152,530,882 0
B. Belanja Negara 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Belanja Pemerintah Pusat 374,428,347,000 80,003,485,797 (294,424,861,203)| 21.37 342,269,037,000 124,306,110,729 (217,962,926,271)| 36.32
1. Belanja Pegawai 92,972,120,000 43,030,369,487 (49,941,750,513)| 46.28 75,143,252,000 43,406,580,014 (31,736,671,986)| 57.77
2. Belanja Barang 277,688,227,000 36,973,116,310 (240,715,110,690)| 13.31 255,625,785,000 80,385,804,215 (175,239,980,785)| 31.45
3. Belanja Modal 3,768,000,000 0 (3,768,000,000)| 0.00 11,500,000,000 513,726,500 (10,986,273,500)| 4.47
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Transfer ke Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0




LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 122

EE

e

ESELON | : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 01 TglData : 21/07/25 7:15 AM
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 403992 Tgl Cetak : 21/07/2511:36 AM
Halaman :2
lap_Ira_face_satker_new_poc
2025 2024
URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN %
1 2 4 5 6 7 8 9 10
2. Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dana Transfer Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Hibah Kepada Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Dana Desa 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Insentif Fiskal 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Belanja Negara (B.! + B.II) 374,428,347,000 80,003,485,797 (294,424,861,203)| 21.37 342,269,037,000 124,306,110,729 (217,962,926,271)| 36.32
C. PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterangan : JAKARTA, 21 Juli 2025
FINAL

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFIANTO
NIP 197501142001121001




NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122 ) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

1 (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(0100 ) DKI JAKARTA

[=] 35 =]
(o] e

SATUAN KERJA

1 (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 10:49 AM
Halaman :1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2025 2024 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 2,300,000,000 0 2,300,000,000 0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas 483,869,757 0 483,869,757 0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 0 20,385,078 (20,385,078) (100.00)
Piutang Bukan Pajak 398,429,008 445,647,063 (47,218,055) (10.60)
Egirgll(isihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan (156,266,894) (123,977,985) (32,288,909) 26.04
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 242,162,114 321,669,078 (79,506,964) (24.72)
Persediaan 1,001,681,102 2,010,388,192 (1,008,707,090) (50.17)
JUMLAH ASET LANCAR 4,027,712,973 2,352,442,348 1,675,270,625 71.21
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 80,052,055,524 80,250,490,174 (198,434,650) (0.25)
Aset Tetap Lainnya 48,000,052 1,105,801,200 (1,057,801,148) (95.66)
AKUMULASI PENYUSUTAN (58,740,399,725) (53,115,750,092) (5,624,649,633) 10.59
JUMLAH ASET TETAP 21,359,655,851 28,240,541,282 (6,880,885,431) (24.37)
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 4,570,810,725 4,570,810,725 0 0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 0 597,565,704 (597,565,704) (100.00)
Aset Lain-lain 956,750,180 956,750,180 0 0.00
PINULAS PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET (3,187,580,575) (3,008,385,464) (179,195,111) 5.96
JUMLAH ASET LAINNYA 2,339,980,330 3,116,741,145 (776,760,815) (24.92)
JUMLAH ASET 27,727,349,154 33,709,724,775 (5,982,375,621) (17.75)
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 14,904,110,111 597,565,704 14,306,544,407 2,394.14
Utang Yang Belum Ditagihkan 8,084,716,488 0 8,084,716,488 0.00
Uang Muka dari KPPN 2,300,000,000 0 2,300,000,000 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 25,288,826,599 597,565,704 24,691,260,895 4,131.97
JUMLAH KEWAJIBAN 25,288,826,599 597,565,704 24,691,260,895 4,131.97
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 2,438,522,555 33,112,159,071 (30,673,636,516) (92.64)
JUMLAH EKUITAS 2,438,522,555 33,112,159,071 (30,673,636,516) (92.64)
JUMLAH EKUITAS 2,438,522,555 33,112,159,071 (30,673,636,516) (92.64)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 27,727,349,154 33,709,724,775 (5,982,375,621) (17.75)




NERACA
OO0

TINGKAT SATUAN KERJA e

PER 30 JUNI 2025
]z
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122 ) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI 1 (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI :(0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA 1 (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 10:49 AM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc
Keterangan : JAKARTA, 21 Juli 2025
EINAL Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFIANTO
NIP 197501142001121001



KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON |
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

1 (122 ) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
: (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1 (0100 ) DKI JAKARTA

1 (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tgl Data
Tgl Cetak

: 21/07/25 7:15 AM
. 21/07/25 11:04 AM

Halaman :1

lap_lo_satker_poc

URAIAN 2025 2024 PKEIIE\II\LIJAI;\’ISSRI{\I (%)
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 0 0 0
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 0 0 0
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 45,645,745,569 46,059,064,829 (413,319,260)| (0.897)
Beban Persediaan 1,322,129,090 1,530,517,637 (208,388,547)| (13.616)
Beban Barang dan Jasa 33,169,033,406 46,373,508,811 (13,204,475,405)| (28.474)
Beban Pemeliharaan 1,839,292,797 2,065,443,908 (226,151,111)| (10.949)
Beban Perjalanan Dinas 21,383,193,043 60,641,971,863 (39,258,778,820) | (64.739)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (122 ) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
ESELON | : (01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100 ) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA :(403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/2511:04 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc
KENAIKAN/
URAIAN 2025 2024 %
PENURUNAN (&)
Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 6,131,258,370 6,505,910,664 (374,652,294)| (5.759)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 32,288,909 10,437,030 21,851,879 209.369
Beban Transfer ke Daerah 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 109,522,941,184 163,186,854,742 (53,663,913,558) | (32.885)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (109,522,941,184) (163,186,854,742) 53,663,913,558] (32.885)
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset 49,993,226 96,843,375 (46,850,149)| (48.377)
Pendapatan Pelepasan Aset 51,155,100 141,909,000 (90,753,900) | (63.952)
Beban Pelepasan Aset 1,161,874 45,065,625 (43,903,751)| (97.422)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 290,087,599 43,482,506 246,605,093| 567.136
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 290,087,599 43,482,506 246,605,093| 567.136
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 340,080,825 140,325,881 199,754,944| 142.351
OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (109,182,860,359) (163,046,528,861) 53,863,668,502| (33.036)
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (109,182,860,359) (163,046,528,861) 53,863,668,502| (33.036)




Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFIANTO
NIP 197501142001121001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (122 ) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

UNIT ORGANISASI :(01) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
WILAYAH/PROVINSI : (0100 ) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA 1 (403992) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 11:07 AM
Halaman :1
lap_lIpe_satker_poc
KENAIKAN/
URAIAN 2025 2024 %
PENURUNAN &)
EKUITAS AWAL 33,112,159,071 39,371,190,479 (6,259,031,408) (15.9)
SURPLUS/DEFISIT-LO (109,182,860,359) (163,046,528,861) 53,863,668,502| (33.04)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (72,866,052) 0 (72,866,052) 0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI (72,866,052) 0 (72,866,052) 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 78,582,089,895 124,153,579,847 (45,571,489,952)| (36.71)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (30,673,636,516) (38,892,949,014) 8,219,312,498| (21.13)
EKUITAS AKHIR 2,438,522,555 478,241,465 1,960,281,090( 409.89

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TONNY AGUNG ARIFIANTO
NIP 197501142001121001







